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Sri Handayani, S. 310207017, 2008. Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Sragen.  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1998 di wilayah Sragen .dan mengkaji faktor-faktor penyebab tidak 
dapat diimplementasikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 
   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah sosiologis, dengan mendasarkan pada 
konsep hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik-evaluatif. 
Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.  
   Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah 
yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya unjuk rasa antara lain sebagai berikut : (1) dari aspek substansi 
hukum ( legal  substance ), yaitu adanya ketentuan perundang-undangan yang secara 
normatif bertentangan dengan UU yang lainnya, misalnya ketentuan Pasal 10 yang 
mewajibkan pengunjuk rasa untuk memberitahukan kegiatan kepada Polisi dan mendapatkan 
surat ijin  berupa STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) dan pemberitahuan tersebut  
sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan. Hal ini dianggap 
bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia . Demikian juga ketentuan 
Pasal 11 yang mewajibkan pengunjuk rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama  
rute dan alat peraga yang digunakan, hal ini dilapangan sulit untuk diimplementasikan karena 
disamping jumlah peserta yang tidak dapat diprediksi, alat peraga dan rute para peserta dari 
dan menuju lokasi tidak dapat diprediksikan secara tepat. (2) Dari aspek struktur  hukum           
( legal structure ) antara lain bahwa aparat  Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri 
Nomor Pol : Skep/1600/X/ 1998 telah melaksanakan UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tepat, 
dan benar. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan  antara lain pemberitahuan 
diajukan lewat faximile dan kurang dari 3 x 24 jam, diajukan oleh orang yang tidak mengerti 
kegiatan tersebut, alamat fiktif, STTP tidak diambil dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 
dengan surat pemberitahuan / STTP;  (3) Dari aspek budaya hukum ( legal   culture ), pada 
umumnya peserta aksi unjuk rasa belum memahami tentang prosedur pengajuan STTP, 
bersikap skeptis, adanya rasa solidaritas yang tinggi, sekedar partisipasi, yang kesemuanya 
dipicu oleh  keadaan sosial ekonomi, pengangguran dan sulitnya lapangan kerja.   
 Adapun konsekuensi logis yaitu tidak dapat diimplementasikannya ketentuan UU Nomor 
9 Tahun 1998, maka dikhawatirkan akan dapat menimbulkan tindakan anarkhis, tidak patuh 
terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu unjuk rasa akan tetap timbul apabila 
akar permasalahan belum dapat terselesaikan dengan baik, dan akan dapat menimbulkan 
ketidaktertiban masyarakat apabila masyarakat tidak dibekali pemahaman yang cukup 
mengenai arti demokrasi seutuhnya.  
Disarankan perlu merevisi ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, khususnya 
mengenai sanksi pidana bagi mereka yang tidak memenuhi aturan dalam Pasal 10, Pasal 11 





Sri Handayani, S. 310207017, 2008. Implementation of Laws number 9 Year 1998 About 
Freedom to Suggest The Opinion in Front of General in Region of Sragen.  
Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. 
 
This research aim to know an analyses implementation of Law Number 9 Year 1998 in Sragen 
region and studies factors cause of haves could not implemented of Laws number 9 year 
1998.  
 Research type in this writing is sociologist, by 5th law concept. Form of research 
applied is diagnostic - evaluative. The data analysis has been using qualitative analysis.  
 Based on description result of research and solution related to the problem is studied 
with law theory to work, inferential that factors causing the happening of taste short exchange 
for example as follows : (1) from legal substance aspect, that is existence of legislation rule 
that is in normatif is against Law the other, for example rule Article 10 obliging passion bearer 
to inform activity to Police and gets permit in the form of STTP ( Receipt Letter is Notification ) 
and the notification at least during 3 x 24 hours before the activity is done. This thing is 
assumed is against rule of UUD 1945 and Human Right. And so do rule Article 11 obliging 
taste bearer to mention number of participants, time and the duration, route and teaching aid 
applied, this thing is in difficult field is implementation by side number of participants which 
cannot be predicted, teaching aid and route of the participants from and towards location 
cannot be predicted in precise. (2) from legal structure aspect for example that government 
officer Kepolisian based on Decree Kapolri Nomor Pol. : Skep/1600/X/1998 laxative agent Law 
No. 9 year 1998 acurately and correctness. As for becoming constraint in its(the execution for 
example informing is submitted through on faximile and less than 3 x 24 hours, submitted by 
man that is is not understood the activity, fictious address, STTP is not taken and execution of 
activity of unmatched to notice / STTP. ( 3) from legal culture aspect, in general action 
participant of taste short exchange has not comprehended about proffering procedure STTP, 
acts sceptic, existence of high solidarity taste, simply participation, which all the of triggered by 
situation of economics social, unemployement and difficult of employment. 
 Its the  consequences is logical, that is haves no implementation of rule of Law No. 9 
Year 1998, hence worryed of will be able to generate action of anarchist, disobeys to 
applicable law rule. Side that is taste short exchange would still arise if problems root is not 
able yet to finalized carefully, and will be able to generate un-orderliness of public if public is 
not supplied understanding that is enough about meaning of democracy as fully. 
Suggested need to revise provisions in Law No. 9 Year 1998, especially about criminal 
sanction for they which is not fulfills order in Article 10, Article 11 and Article 12, and not just 











A. Latar Belakang Masalah 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1998, sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak 
Asasi Manusia yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan 
dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat 
dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang 
batas-batas ”. 
Indonesia sebagai Negara berdaulat yang mengakui adanya Hak Asasi Manusia ( 
HAM ) mencantumkan hal tersebut dalam Pasal 28 (e) ayat (3) Amandemen kedua UUD 
1945, yang menyatakan  bahwa  “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat “  
Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran 
secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial 
dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari 
penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan 
arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak 
menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam 
kehidupan masyarakat. 
Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum 
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain 
menetapkan sebagai berikut : 
1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan 
pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh; 
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata 
pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan 
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta 
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan 
dengan tujuan dan asas PBB. 
 
Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, 
aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, 
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pemerintah RI berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif 
terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu 
sebagaimana dikatakan oleh Marjono Reksodipuro ( 1999 : 4 ) bahwa “ Hak Asasi 
Manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/ Negara untuk 
melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran dari Negara atau 
aparat pemerintah sendiri “.  
Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi 
kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka 
pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum diatur dalam 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 
Muka Umum. Adapun pelaksanaan menyampaikann pendapat di muka umum  harus 
dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang ini ( Pasal 2 ayat (2) ), dan berlandaskan 
ketentuan Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun1998 sebagai berikut :  
1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; 
2. Asas musyawarah dan mufakat; 
3. Asas kepastian hukum dan keadilan; 
4. Asas proporsionalitas; 
5. Asas manfaat. 
 
Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab 
dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 
Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk : 
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam 
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. 
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas 
setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan 
berdemokrasi. 
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. 
Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur mengenai masalah 




1. Terjadinya gelombang unjuk rasa diberbagai tempat yang seringkali cenderung tidak 
terkendali disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum berupa 
pengrusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materiil 
maupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat. 
2. Keadaan tersebut diatas pada butir 1 mempunyai dampak yang luas antara lain 
menurunnya kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah Indonesia di bidang 
ekonomi, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. 
3. Agenda reformasi pembangunan sangat padat dan harus dilaksanakan dalam waktu 
yang relatif singkat, sehingga harus segera diciptakan suasana yang kondusif berupa 
ketertiban, ketentraman dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip umum 
demokrasi.  
 
Proses interaksi sosial dalam alam demokrasi berbeda dengan situasi politik yang 
kadar demokrasinya kurang kental. Proses interaksi sosial berlangsung menurut suatu 
pola yang sebenarnya berisikan harapan-harapan masyarakat tentang apa yang 
sepantasnya dilakukan dalam hubungan-hubungan sosial yang merupakan aturan-aturan 
perundingan ( life as a game ) yang mempunyai rules of the game. Apabila interaksi 
sosial itu diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahap untuk waktu yang lama, 
maka akan terwujud hubungan sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi kerjasama, 
pertikaian, persaingan dan akomodasi. Soerjono Soekanto ( 1989 : 76 ) mengatakan 
bahwa “ pada dasarnya ada dua bentuk umum dari interaksi sosial yakni assosiatif yang 
merupakan proses untuk menuju kepada suatu kerjasama dan bentuk lainnya adalah 
dissosiatif yang diartikan sebagai suatu perjuangan melawan seseorang atau sekelompok 
orang untuk mencapai tujuan tertentu ”.  
Apabila dalam mempertahankan kondisi interaktif itu tidak mungkin terjadi karena 
bermacam faktor yang mempengaruhi, maka dissosiatif yang terjadi. Kondisi dissosiatif 
ditandai adanya perbedaan aspirasi yang muncul antara masyarakat dengan pemegang 
peran, antara buruh dengan pengusaha, antara rakyat dengan pemerintah daerah / 
wilayah yang menyangkut kepentingan mereka.  
Akan tetapi kondisi disosiatif ini dapat makin meningkat manakala terjadi friksi-
friksi kepentingan yang dipengaruhi cara pandang dan politik, sehingga terjadi kondisi 
yang “ meresahkan masyarakat “ dalam suatu tatanan masyarakat dan Negara. Hal mana 
kondisi yang meresahkan tersebut akan  mempunyai dampak yang luas dan berakibat 
terhentinya fungsi sosial masyarakat dan bahkan dapat mengakibatkan fungsi tatatan 
pemerintahan di daerah mengalami devastasi ( tidak bias memenuhi fungsinya ). 
Meskipun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, akan tetapi dalam prakteknya 
masih sering terjadi unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan dan berujung pada tindak 
kekerasan, kebrutalan, dan kerusuhan massa sehingga menganggu ketertiban dan 
keamanan umum lainnya misalnya kasus Trisakti, Kasus UNAS, dan sebagainya.  
Terjadinya suatu kerusuhan masa seperti itu menurut N.J. Smelser dalam bukunya        “ 
xiv 
 
Theory of Collective Behaviour “  yang dikutip oleh Sarwono ( 2001 ) menyatakan ada 5 ( 
lima ) prasyarat ( determinan ) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya 
kerusuhan massa, yaitu :  
(1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan ( social condusiveness ) 
yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu. Misalnya saja kesenjangan sosial dan 
ekonomi yang sudah tinggi ditambah pula dengan kenaikan harga barang-barang 
kebutuhan pokok secara terus menerus;  
(2) Kejengkelan atau tekanan sosial ( structural strain ), yaitu kondisi dimana sejumlah 
besar anggotanya masyarakat ( kelompok besar atau massa ) merasa bahwa 
banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Misalnya kebijakan Pemerintah 
menjual BUMN kepada negara asing dinilai sebagai wujud dari pengkhianatan 
terhadap negara;  
(3) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas ( generalized hostle belief ) 
terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan erat dengan faktor 
pencetus ( precipitating factor ), yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau 
memicu kerusuhan. Misalnya, kenaikan harga BBM yang membuat harga barang 
kebutuhan pokok naik dan membuat masyarakat tidak mampu untuk membelinya;  
(4) Mobilisasi massa untuk beraksi ( mobilization for action ), yaitu adanya tindakan 
nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Misalnya saja 
maraknya kelompok unjuk rasa yang mengorganisir diri untuk melakukan aksi-aksi 
unjuk rasa. Tahap ini merupakan determinan akhir dari akumulasi determinan 
yangmemungkinkan pecahnya suatu kerusuhan. Sasaran aksi itu ditujukan baik 
kepada obyek yang langsung memicu kerusuhan dan yang ditujukan pada obyek lain 
yang tidak ada kaitan langsung dengan faktor pemicu;  
(5) Kontrol sosial ( social control ), yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas 
untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Determinan ini 
merupakan determinan lawan dari determinan lainnya / sebelumnya, sehingga  
semakin kuat determinan ini semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan. 
  
Unjuk rasa  dalam praktek dapat dilakukan untuk mengeluarkan pikiran dengan 
lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, meliputi unjuk rasa 
tertib, tidak tertib dan/atau kerusuhan massa. Akan tetapi meskipun telah ada dan 
dibentuk saluran-saluran / ruang terbuka baik secara formal melalui perundang-undangan 
( DPR / DPRD sebagai wakil rakyat, Bipatri, SPSI dan sebagainya ) untuk menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi baik dengan dialog atau diskusi,  namun maraknya 
penyampaian pendapat di muka umum dengan aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan 
pengerahan massa / peserta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sepertinya 
sudah membudaya dan menjadi kebiasaan yang menjadi solusi dalam mengemukakan 
tuntutan / aspirasi masyarakat.  
Untuk itu sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut dan 
diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka 
berimplikasi pula pada adanya perubahan paradigma Polri dalam menghadapi kegiatan 
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penyampaian pendapat dimuka umum yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif 
melainkan tindakan persuasif dan preventif.  
Meskipun tidak implisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 
1998 akan tetapi didalam penjelasannya yang dimaksud dengan “ aparatur pemerintah “ 
tersebut adalah aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan pengamanan. Ini berarti 
secara tidak eksplisit telah menunjuk Kepolisian yang bertindak sebagai instansi / 
aparatur pemerintah yang dimaksud ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas 
pokok dan wewenang Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Polri,  yaitu :  
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakan hukum; dan  
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  
 
Oleh sebab itu berkaitan dengan pemenuhan tugas pokoknya, maka unjuk rasa 
dapat dikatakan aman, tertib dan damai jika proses pelaksanaannya tidak menimbulkan 
peristiwa atau kegiatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak 
menimbulkan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan keteriban masyarakat.  
Lembaga Kepolisian yang ditunjuk sebagai lembaga / instansi yang menangani 
prosedur penyampaian pendapat di muka umum telah menyiapkan langkah-langkah 
pengamanan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Pol : 
Skep/1600/X/1998  dan Surat Keputusan Direktur SAMAPTA BABINKAM POLRI Nomor 
Polisi : PROTAP/01/V/2004.  
Pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polri tidak sekedar mengamankan 
tempat dan pengunjuk rasa saja, tetapi lebih dari itu yaitu mengamankan lingkungan 
masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan dalam kegiatan seperti itu sudah tentu akan 
melibatkan massa banyak dapat terkontaminasi oleh orang lain yang mempunyai 
kepentingan lain diluar misi pengunjuk rasa.  
Dalam hal tugas Polri maka  Suparlan ( 2002 : 12-13 ) mengatakan sebagai 
berikut :  
“    Fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan 
yang terganggu dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dan antar 
kategori yang tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga 
community dan masyarakat, sehingga proses-proses pruduksi dapat berjalan dengan 
sebaik-baiknya dan produktivitas dapat dijamin akan menghasilkan surplus yang 
memungkinkan tercapainya perkembangan ekonomi dan kesejahterahan hidup warga 
dan masyarakat. Fungsi-fungsi lainnya seperti menegakan hukum, memerangi 
kejahatan, mengayomi warga masyarakat dapat dilihat dari prespektif menjaga 
keamanan dan kenyamanan warga masyarakat agar dapat berproduksi secara 




Adapun tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur 
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan sebagai berikut :  
Pasal 10 :  
(1)    Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Polri. 
(2)   Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan 
oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. 
(3)   Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 
jam ( tiga kali dua puluh empat jam ) sebelum kegiatan dmulai telah diterima oleh 
Polisi setempat. 
(4)   Pemberitahuan secara tertulis sebagamana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.  
 
Pasal 11 :  
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :  
a. Maksud dan tujuan,  
b. Tempat, lokasi dan rute,  
c. Waktu dan lama,  
d. Bentuk,  
e. Penanggung Jawab,  
f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan,  
g. Alat peraga yang dipergunakan, dan atau  
h. Jumlah peserta.  
 
Pasal 12 :  
(1)  Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dan 
Pasal 11, wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, 
tertib dan damai.  
(2)  Setiap sampai 100 ( seratus ) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi 
dan pawai harus ada seorang sampai denga 5 ( lima ) orang penanggung jawab.  
 
Meskipun telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan penyampai pendapat di 
muka umum / unjuk rasa, akan tetapi dalam praktek ketentuan-ketentuan tersebut banyak 
yang tidak dipenuhi / dilanggar oleh peserta aksi unjuk rasa, misalnya tidak terpenuhinya 
waktu pemberitahuan, tidak memberitahukan kepada Polisi setempat, kegiatan unjuk rasa 
tidak sesuai dengan surat pemberitahuan ( baik dari rute, waktu, lama, alat peraga yang 
dibawa maupun jumlah peserta ).  
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Data di lapangan di wilayah Sragen tercatat telah terjadi tahun 2005 sebanyak  
12 kali unjuk rasa, tahun 2006 sebanyak 16 kali unjuk rasa dan tahun 2007 sebanyak 8  
kali unjuk rasa, dan Tahun 2008 sebanyak 6 kali unjuk rasa.  Dari data-data sementara 
yang dapat dikumpulkan maka dapat diperoleh data bahwa unjuk rasa yang dilakukan di 
wilayah Sragen tidak semua unjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 
Muka Umum.  
Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelusuri implementasi UU Nomor 9 
Tahun 1998 di wilayah Sragen, dalam penulisan tesis yang berjudul : “ Implementasi 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Sragen “.  
 
B. Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :  
“ Mengapa ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Tidak Dapat Optimal Di Implementasikan  Di 
Wilayah Sragen ?      
   
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya ketentuan 
UU Nomor 9 Tahun 1998  di Wilayah Sragen.  
b. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi dalam 
mengimplementasikan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut ?   
2. Tujuan Khusus 
Untuk memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum kebijakan 
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publik dalam bentuk penegakan hukum dan implementasi Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.  
 
2. Manfaat Praktis 
Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam 
penegakan hukum yang terkait dengan implementasi kebijakan penanganan dan 


























A. Landasan Teori 
1. Teori Implementasi. 
Menurut Grindle ( dalam Solichin Abdul Wahab, 2004 : 59 ) mengatakan 
bahwa :  
“ Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur 
rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah 
konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh 
sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek 
yang penting dari keseluruhan proses kebijakan “. 
 
Solichin Abdul Wahab ( 2004 : 59 ) dengan tegas mengatakan bahwa :  
“ The execution of appolicies is as important if not more important than policy  making. 
Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implented “. 
Maksudnya bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan 
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar 
berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 
diimplementasikan. 
 
Secara jujur kita dapat mengatakan bahwa kebijakan negara apapun, 
sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (  dalam Solichin 
Abdul Wahab ( 2004 : 62 ) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan ( policy 
failure ) ini dalam 2 ( dua ) kategori yaitu non implementation ( tidak 
terimplementasikan ) dan unsucsesfull implantation ( implementasi yang tidak berhasil 
). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat 
didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja secara tidak 
efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai 
permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan 
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kekuasaannya sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang 
ada tidak sanggup mereka tanggulangi akibatnya, implementasi yang efektif sukar 
untuk dipenuhi.  
 
Dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplentasikan 
secara efektif, sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan 
yang jelek atau baik pembuat kebijakan maupun mereka yang ditugasi untuk 
melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak 
menguntungkan bagi efektifitas implementasi, sehingga tidak seorang pun perlu 
dipersalahkan. Dengan kata lain, kebijaksanaan itu telah gagal kerena nasibnya 
memang jelek. Ada faktor penyebab lainnya, misalnya kerap kali para pembuat 
kebijakan tidak mengungkapkan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa gagalnya 
sebuah kebijaksanaan karena bahwa sebenarnya sejak awal kebijaksanaan tadi 
memang jelek dalam artian bahwa ia telah dirumuskan secara sembrono, tidak 
didukung oleh informasi yang memadai atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan 
yang tidak realitas ( Solichin Abdul Wahab, 2004 : 62 ). 
Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendak selalu diingat bahwa implementasi 
sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat 
kebijakan, yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat-birokrat atau 
pejabat-pejabat lapangan ( street level bureacracts ) dalam rangka memberikan 
pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu 
atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi program 
khususnya yang melibatkan banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat 
dari 3 ( tiga ) sudut pandang, yakni : 1) pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan;  
2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan; 3) aktor-aktor perorangan di luar badan-
badan pemerintahan kepada siapapun program yang ditujukan, yakni kelompok 
sasaran atau target group ( Solichin Abdul Wahab, 2004 :  63 ). 
Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan 
itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau 
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lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-
lembaga atau pejabat-pejabat di tingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya 
mereka untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat atau 
kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.  
 
Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier ( dalam Solichin Abdul Wahab,  
2004 : 65 ), menjelaskan bahwa makna implementasi adalah : 
” Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku 
atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni 
kejadian -kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata 
pada masyarakat atau kejadian-kejadian ”. 
 
Berdasarkan  pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut diatas 
dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak 
hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial 
yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak 
yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang 
diharapkan ( intended ) maupun yang tidak diharapkan ( spillover / negative  effects ).  
Lebih lanjut disampaikan juga oleh Mazmanian dan Sebatier sebagaimana 
yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 : 65 ), bahwa implementasi adalah 
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 
mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau 
sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses 
implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya 
diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan 
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dalam bentuk pelaksanaannya keputusan oleh badan atau instansi pelaksana, 
kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok 
sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut 
dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil 
keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melaksanakan 
perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. 
Memperhatikan pendapat tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah 
sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan swasta baik 
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 
pembuat kebijakan. Jadi agar implementasi kebijakan dapat tercapai tujuannya serta 
dapat diwujudkan, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sebaliknya 
bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan kebijakan, apabila tidak dapat 
diwujudkan, sehingga apabila menghendaki suatu kebijakan dapat diimplentasikan 
dengan baik, maka harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik sejak 
perumusan kebijakan publik, sampai kepada antisipasi terhadap kebijakan tersebut 
diimplementasikan.  
Berbicara tentang perspektif kebijakan publik mengarahkan perhatian kita 
untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan ( policy making process ) oleh 
pemerintah ( government ) atau pemegang kekuasaan dan dampaknya terhadap 
masyarakat luas ( public ). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai  “ 
is whatever government choose to do is on not to do ” ( Thomas R. Dye dalam Esmi 
Warasih, 2001 : 8 ). Secara sederhana pengertian kebijakan publik dirumuskan dalam 
kalimat sebagai berikut ( Thomas R. Dye, dalam Esmi Warasih, 2001 : 8 ) : 
a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ( What government do? ); 
b. Mengapa dilakukan tindakan itu ( Why government do? ); 
c. Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan  ( 
What  defference it makes? ). 
 
Kebijakan publik  ( public policies ) sebagai rangkaian pilihan yang kurang 
lebih satu unsur dengan unsur lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-
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keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat pemerintah 
yang diformulasikan ke dalam isu-isu publik dari masalah pertahanan, energi, 
kesehatan sampai kepada permasalahan pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. 
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang subyektif yang 
diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan sekaligus 
realitas obyektif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang dapat diamati akibat-
akibat yang ditimbulkannya, setidak-tidaknya menyangkut 3 ( tiga ) unsur penting  
dalam menyusun agenda kebijakan ( A.G. Sunbarsono, 2005 : 11 ) yaitu :  
(1) Membangun persepsi di kalangan stackholders bahwa sebuah fenomena benar-
benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok 
masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang 
lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; 
(2) Membuat batasan masalah; 
(3) Mobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda 
pemerintah.  
 
Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin relevan pada 
saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu melibatkan lingkungan 
dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang 
tidak sama. Demikian pula keterlibatan lembaga didalam proses implementasi selalu 
akan bekerja didalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik 
yang dapat saling mempengaruhi. 
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah 
dalam berbagai jenjang / tingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap 
jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih 
lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan 
penjabaran lebih lanjut. 
Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses pembentukan 
kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan 
pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan 
langkah-langkah kebijaksanaan meliputi :  
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(1) menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan 
tujuan, standar pelaksana, biaya dan waktu yang jelas;  
(2) melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources, 
prosedur, dan metode, dan  
(3) membuat jadwal pelaksanaan ( time schedule ) dan monitoring untuk menjamin 
bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana.  
Sehingga dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan 
program tersebut akan segera diambilkan tindakan yang sesuai. Secara singkat, 
pelaksanaan suatu program melibatkan unsur penetapan waktu, perencanaan dan 
monitoring. 
Sejalan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan 
pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat maka tugas 
tersebut dibebankan kepada Kepolisian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat .  
Untuk mengetahui hakekat dan tugas Polri, G. Gerwin dalam Satjipto 
Rahardjo ( 2002 : 136 ) memberikan rumusan tentang tugas Polri yaitu : 
“ Tugas Polri adalah sebagian dari tugas negara, perundang-undangan dan 
pelaksanaan untuk menjaga tata-tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan 
negara, menanamkan ketaatan dan kepatuhan “. 
 
Di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara  Republik Indonesia 
adalah :  
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
2) Menegakkan hukum, dan 
3) Memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Pelaksanaan tugas pokok dari Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tersebut diatur 
lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2003 yang berbunyi : 
1) Melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,  ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas jalan. 
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3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
perundang-undangan. 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional. 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional. 
6) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa. 
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang. 
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
Menurut sifatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) macam 
tugas yaitu : 
1)  Tugas yang bersifat preventif ( pencegahan ). 
adalah tugas-tugas yang pada hakekatnya merupakan usaha mencegah atau 
mengurangi terjadinya pelanggaran norma-norma sosial dan terutama hukum. 
Pelaksanaanya dalam bentuk berbagai macam kegiatan yang bersifat sosial 
kemasyarakatan, berbentuk pelayanan bantuan kepolisian antara lain : 
a) Penyuluhan / bimbingan. 
b) Bantuan pengamanan / penjagaan. 
c) Bantuan pengawalan. 
d) Bantuan perlindungan. 
e) Bantuan pencarian dan pertolongan. 
f) Bantuan sosial kemasyarakatan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat bersifat aktif maupun pasif. Artinya bersifat aktif 




2)  Tugas-tugas yang bersifat represif ( memberantas ). 
Adalah pelaksanaan tugas dalam rangka penegakan hukum. Dalam tugas represif 
ini memerlukan ketangguhan dan mental serta kesadaran yang tinggi. Tugas ini 
berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang sangat sensitif dan rawan 
penyalahgunaan wewenang. 
Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat 
wewenang Polri dalam penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana. Dapat 
dipastikan secara logis bahwa dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-
wewenang yang menyertainya. Sebab tanpa ada tugas yang mendasari polisi dalam 
bertindak, tugas tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang Polri 
sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : 
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :  
 
1) Menerima laporan dan pengaduan. 
2) Membantu  menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum. 
3) Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative 
kepolisian. 
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka 
pencegahan. 
7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 
9) Mencari keterangan dan barang bukti. 
10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. 
11) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
12) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan masyarakat. 
13) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan melaksanakan putusan 




Dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara penegak hukum, 
khususnya kewenangan penyangkut tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sesuai amanat Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
UU No. 2 Tahun 2002  berwenang untuk :  
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 
untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan dan memanggil orang untuk di dengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
g. Mengadakan penghentian penyidikan; 
h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang 
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 
j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil 
serta menerima hasil penyidikan itu untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 
k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
  
Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan tindakan lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf i adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 
jika memenuhi  syarat : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 
dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  
e. Menghormati Hak Asasi Manusia. 
 
Dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum maka tugas dan wewenang 
Kepolisian ( khususnya bagi Anggota Dalmas ) adanya kewajiban dan larangan yang 
harus dipatuhi antara lain : (1) Keharusan / Kewajiban  antara lain  harus menghomati 
xxviii 
 
hak asasi manusia, melayani dan mengamankan massa / peserta unjuk rasa, 
bergerak dalam ikatan kesatuan dan membentuk formasi, melindungi jiwa dan harta 
benda, menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai dan patuh / 
taat pada perintah Kasatwil / komandan lapangan sesuai tata tingkatannya / hirarkhi; 
(2) Larangan antara lain tidak bertindak arogan dan mudah terpancing massa, dilarang 
melakukan tindakan kekerasan, tidak boleh membawa peralatan di luar peralatan 
Dalmas, dilarang membawa senjata tajam dan senjata api, dlarang melakukan 
perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, keluar dari ikatan 
satuan / formasi dan melakukan pengejaran, dilarang membelakangi massa, dilarang 
mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual / perbuatan asusila, dan memaki-
maki pengunjuk rasa.  
 
2. Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan 
hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi 
Universal Hak-hak asasi Manusia. Hal ini berarti bahwa penyampaian pendapat 
dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian dalam aitannya 
dengan upaya membangun suatu Negara Demokrasi diperlukan juga adanya suasana 
yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak-hak asasi 
manusia yang lainnya.  
Selain UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 
penyampaian pendapat di muka umum, secara teknis kemudian Kapolri membuat 
Surat Keputusan yang mengatur tentang Pemberian Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ) Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 
Aturan yang berupa petunjuk lapangan Kapolri itu ditetapkan lewat Skep No. 
Pol : Skep/1600/X/1998 dan hingga saat ini masih merupakan naskah sementara. 
Namun demikian, Polri telah mengeluarkan STTP tetap berpegangan selain kepada 
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undang-undang yang mengatur juga mengikuti buku petunjuk lapangan yang ada. 
Adapun aturan yang terdapat dalam undang-undang dan petunjuk lapangan dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
a. Surat Pemberitahuan ke Polri 
Berdasarkan Pasal 10 UU No. 9 / 1998, diatur bahwa pelaksanaan 
penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada 
Polri. Pemberitahuan secara tertulis, disampaikan oleh yang bersangkutan, 
pemimpin atau penanggung jawab kelompok dan diberitahukan kepada Polri 
setempat selambat-lambatnya 3 X 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum 
kegiatan di mulai ( Pasal 10 ayat (3) ). 
Adapun cara dan prosedur penyampaian pendapat di muka umum tersebut 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU ini, antara lain disebutkan sebagai berikut :  
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri; 
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disampaikan oleh yang bersangkut, pemimpin atau penanggung jawab 
kelompok; 
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 
x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima 
oleh Polri setempat;  
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.  
 
Pemberitahuan tertulis tentang rencana kegiatan tersebut dapat 
disampaikan juga langsung oleh yang bersangkutan ( perorangan ), pemimpin     ( 
organisasi ) dan penanggung jawab ( kelompok ). Pada penjelasan undang-undang 
tersebut, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Polri setempat adalah apabila 
kegiatan dilaksanakan pada  
1) 1 ( satu ) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat; 
2) 2 ( dua ) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten / kotamadya, 
pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat; 
3) 2 ( dua ) kabupaten / kotamadya atau lebih dalam 1 ( satu ) propinsi, 
pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat. Adapun di Polda Jawa 
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Tengah, surat pemberitahuan diajukan di Seksi Pelayanan Administrasi yang 
juga akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ); 
4) 2 ( dua ) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Mabes Polri. 
Jika terjadi pembatalan kegiatan tersebut, maka surat pembatalannya 
harus disampaikan secara tertulis oleh penanggung jawab kegiatan kepada Polri 
paling lambat 24 ( dua puluh empat ) jam sebelum rencana waktu pelaksanaan. 
Semua kegiatan wajib memberitahukan ke Polri, dan  hanya kegiatan 
ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan yang tidak wajib diberitahukan 
kepada Polri ( Pasal 10 ayat (4) ). Saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan, 
kini Polda Jawa Tengah juga menerima pemberitahuan awal lewat faximile tanpa 
menghilangkan kewajiban pemberitahuan resmi kemudian. 
Adapun isi pemberitahuan untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka 
umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU No. 9 Tahun 1998 adalah berisi 
tentang : 
1) Maksud dan tujuan; 
2) Tempat, lokasi dan rute; 
3) Waktu dan lama; 
4) Bentuk; 
5) Penanggung jawab kegiatan tersebut agar kegiatan dapat terlaksanan secara 
aman, tertib dan damai; 
6) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan yang melakukan 
kegiatan; 
7) Alat peraga yang diperlukan; dan 
8) Jumlah peserta yang diperkirakan hadir. 
 
Setelah Polri menerima pemberitahuan tersebut, maka sesuai dengan 
Pasal 13 ayat (1) maka Polri harus segera memberikan Surat tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ). Surat itu juga merupakan bukti bahwa kegiatan tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara hukum sehingga dapat 
memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998. 
b. Tempat, Lokasi dan Rute 
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Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilaksanakan di semua 
lokasi di muka umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, 
instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal 
angkutan angkutan darat dan obyek vital nasional lainnya ( Pasal 9 ayat (2) huruf a 
). Aturan tersebut diperjelas lagi dalam Juklap Polri SK No. Pol : Skep/1600/X/1998 
tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Pemberian STTP 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 
Pada bab “ penjelasan “ dalam undang-undang serta juklap, disebutkan 
mengenai jarak yang diijinkan untuk melakukan kegiatan di lingkungan istana 
kepresidenan termasuk istana wakil presiden adalah dengan radius 100 meter dari 
pagar luar. Sedangkan instansi militer tidak diperbolehkan dengan radius 150 
meter dari pagar luar. 
Adapun obyek-obyek vital nasional lainnya tidak diperbolehkan dengan 
radius 500 meter dari pagar luar. Namun radius tersebut tidak diberlakukan untuk 
tempat-tempat lain yang juga dilarang untuk tempat menyampaikan pendapat di 
muka umum seperti rumah sakit dan lain sebagainya. 
Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga dilarang 
diselenggarakan pada hari besar nasional ( Pasal 9 ayat (2) huruf b ), misalnya hari 
raya keagamaan dan lain sebagainya. Demikian pula lainnya dengan rute. Pada 
surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polri, pelaku harus mencantumkan rute 
atau jalan yang akan dilewati dari tempat ( titik berangkat atau berkumpulnya 
massa ) menuju lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. 
Pengecualian rute yang akan dilewati juga tercantum di juklap yaitu rute 
dari tempat menuju lokasi tidak boleh melewati tempat tersebut di atas. Yaitu istana 
kepresidenan dan wakil presiden, instalasi militer dan obyek vital nasional. Kecuali 
tempat tersebut akan dijadikan lokasi kegiatan, maka harus berada pada radius 




Di undang-undang tidak ada batas yang mengatur waktu atau lamanya 
berunjuk rasa. Sedangkan dalam Petunjuk Lapangan ( Juklap ) No. Pol : 
Skep/1600/X/1998, disebutkan bahwa waktu yang diijinkan untuk berunjuk rasa 
adalah sebagai berikut : 
1) Pada siang hari berlangsung dari pukul 06.00 s/d pukul 18.00 waktu setempat. 
2) Pada malam hari berlangsung dari pukul 18.00 s/d pukul 22.00 waktu 
setempat. Namun saat ini ijin pada malam hari tidak diberikan dengan 
pertimbangan keamanan. Perbedaan aturan mengenai waktu berunjuk rasa ini 
ada kalanya menjadi hal yang menyulitkan bagi negosiator atau saat 
bernegosiasi dengan pengunjuk rasa soal waktu dan lamanya berunjuk rasa 
yang diijinkan. 
d. Bentuk Kegiatan dan Alat Peraga 
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara 
lisan dan tulisan. Sesuai dengan undang-undang dan juga yang tercantum dalam 
juklap, disebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum secara 
lisan yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas ( 
Pasal 9 ayat (1) ). Terutama untuk kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi dan 
pawai, setiap 100 ( seratus ) orang pelaku atau peserta, harus ada seorang sampai 
dengan 5 ( lima ) orang penanggung jawab yang biasa disebut koordinator 
lapangan  ( Pasal 12 ayat (2) ). 
Selain bentuk kegiatan di atas, dalam penjelasan undang-undang dan 
juklap disebutkan, mogok makan dan mogok bicara merupakan bentuk lain dari 
pernyataan penyampaian pendapat yang ada. Pada Bab Penjelasan UU No. 9 
Tahun 1998, mogok bicara disebut dengan “ sikap membisu “. Namun untuk saat 
ini mogok makan tidak diijinkan dan dihimbau untuk tidak dilaksanakan dengan 
pertimbangan kemanusiaan. 
Adapun alat peraga termasuk dalam bentuk penyampaian pendapat 
secara tulisan. Alat peraga yang digunakan antara lain berupa petisi, gambar, 
pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk. Sedangkan benda-benda lain 
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yang dinilai dapat membahayakan keselamatan umum dilarang untuk dibawa dan 
dipergunakan dalam kegiatan tersebut ( Pasal 9 ayat (3) ). 
Misalnya saja bom molotov, senjata tajam atau benda lain yang ditajamkan 
dan sebagainya. Jika pengunjuk rasa membawa benda atau senjata tajam, maka 
pengunjuk rasa dapat ditangkap atau unjuk rasa dapat dibubarkan dan pelaku 
dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
e. Sanksi Hukum 
Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan-aturan 
yang dimuat dalam undang-undang. Sehingga apabila pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan ketentuan maka kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Loebby Loqman ( 1999 ), sanksi 
terbagi atas : 
1) Sanksi-sanksi yang tidak mempunyai sifat yuridis, misalnya : sanksi-sanksi 
sosial, pedagogis, keagamaan dan seterusnya. 
2) Sanksi-sanksi yuridis : 
(a) Yang tidak bersifat hukum pidana : 
(1) Yang bersifat hukum perdata secara umum; 
(2) Yang bersifat hukum kekeluargaan; 
(3) Yang bersifat hukum administratif; 
(4) Yang bersifat hukum ketatanegaraan; 
(5) Yang bersifat hukum acara; 
(6) Yang bersifat hukum internasional. 
 
(b) Yang bersifat hukum pidana : 
(1) Di luar hukum : 
i. Dilaksanakan oleh polisi; 
ii. Dilaksanakan oleh penuntut umum. 
(2) Bersifat hukum : 
i. Hukuman-hukuman; 
ii. Aturan-aturan. 
Sesuai dengan Pasal 15, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum 
dapat dibubarkan jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 9 
Tahun 1998. Adapun jika peserta kegiatan melakukan pelanggaran terhadap 
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undang-undang lain maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman sesuai 
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 16 ). 
Sedangkan untuk penanggung jawab pelaksana yang melakukan tindak 
pidana yang memenuhi Pasal 55 KUHP, maka selain dapat dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ditambah 
pula 1/3 ( satu per tiga ) dari pidana pokok ( Pasal 17 ). 
Pasal 55 KUHP adalah merupakan kegiatan penyertaan dalam tindak 
pidana, baik langsung melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan maupun 
menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana                ( misalnya 
provokasi ). 
Sanksi hukum pun dapat dikenakan tidak hanya kepada peserta kegiatan 
yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terhadap seseorang yang menghalang-
halangi hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan 
melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, dapat dikenakan pidana penjara 
paling lama 1 ( satu ) tahun ( Pasal 18 ayat (1) ). Adapun tindak pidana tersebut 
dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku ( Pasal 18 ayat (2) ). 
Berbagai aturan yang tercantum dalam undang-undang di atas, biasanya 
dijadikan acuan bagi tim negosiator di lapangan. Sebagai uapaya sosialisasi 
undang-undang tersebut, ada kalanya negosiator membagikan brosur yang berisi 
UU No. 9 Tahun 1998 yang dibuat oleh Diskum Polri. Hambatan muncul ketika ada 
aturan yang tercantum di Buku Petunjuk Lapangan namun tidak tercantum di 
undang-undang. Misalnya saja mengenai rute yang boleh dilewati dan waktu atau 
lamanya berunjuk rasa. Undang-undang memang tidak mencantumkan mengenai 
batas waktu berunjuk rasa. Aturan tersebut adalah aturan pelaksanaan yang 
tercantum di Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol : Skep/166/X/1998. 
Selanjutnya peran dan kewajiban Polri dalam Undang-undang ini diatur 
dalam Pasal 13 antara lain disebutkan :  
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(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 Polri wajib :  
a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;  
b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka 
umum; 
c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi / lembaga yang akan menjadi 
tujuan penyampaian pendapat; 
d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.  
(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri 
bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku 
atau peserta penyampaian pendapat di muka umum ; 
(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri 
bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin 
keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.  
 
Akan tetapi dalam penyampaian pendapat dimuka umum, setiap warga 
Negara perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban secara 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga 
pembangunan Negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan hak 
asasi manusia dapat berlangsung dengan aman, tertib dan damai. 
Dalam menjamin serta menyamakan persepsi / pemahaman dan sekaligus 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta instansi / pejabat pemerintah 
yang terkait, khususnya Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, 
pelindung dan pelayan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol Skep/1600/X/1998 Tentang Petunjuk 
Lapangan Tata Cara Pemberitahuan Surat Tanda Terima Pemberitahuan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  
 
3. Unjuk Rasa  
Definisi unjuk rasa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum disebutkan sebagai 
berikut :  
“ Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
lebih untuk mengeluarkan pikiran dan lisan, tulisandan sebagainya secara 




Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan untuk 
menyampaikan aspirasi satu pihak kepada pihak lain yang menjadi sasaran unjuk rasa 
secara terbuka. Diaturnya unjuk rasa sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan 
penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk undang-undang, maka polisi 
tidak boleh menghalangi atau menentang unjuk rasa. Apa yang dilakukan oleh polisi 
dalam mengendalikan unjuk rasa adalah agar unjuk rasa dapat berlangsung aman dan 
tertib serta mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas atau pelanggaran hukum 
selama unjuk rasa berlangsung. 
Pengertian aman dan menurut konsepsi Polri yaitu Tata Tentrem Kerta 
Raharja sebagaimana dikutip oleh Morno Kelana ( 1994 ) adalah : 
Arti “ Aman “ mengandung 4 ( empat ) unsure pokok yakni : 
1) Security : adalah perasaan bebas dari gangguan baik phisik maupun psikis. 
2) Surety : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran. 
3) Safety : adalah perasaan bebas dari resiko. 
4) Peace : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah. 
Dapat dikatakan bahwa unjuk rasa yang “ Aman “ adalah unjuk rasa yang 
berlangsung dimana pada proses pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang 
mengkhawatirkan, tidak menimbulkan resiko terhadap pihak lainnya dan tidak 
menimbulkan gangguan phisik maupun psikis terhadap pihak lain tersebut yaitu 
masyarakat umum. Sedangkan pengertian “ Tertib “ dituliskan sebagai berikut : 
Adanya keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur ( 
well arranged ), sedangkan ketertiban dinyatakan sebagai keadaan              ( situasi ) 
yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta aturan hukum yang berlaku ( 
inaccordance with the rules ). 
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa unjuk rasa yang tertib adalah 
unjuk rasa yang dalam pelaksanaannya tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum 
dan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut tentunya 
merupakan tugas polisi yang harus dijalankan. Namun demukuan, dalam penegakan 
hukum tersebut, polisi tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar HAM. 
Sebagaimana dikatakan oleh J. R. Tachkrah ( 1985 ) : 
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 “ Up to the present time, the police have managed to strike a balance between the 
preservation of law and order and the prevention of crime with the preservation of 
freedom of speech and the right to demonstrate. “ 
Dapat diartikan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi dalam mengendalikan 
unjuk rasa harus tetap memperhatikan antara penegakan hukum dengan tidak 
mengurangi hak seseorang untuk berpendapat dalam bentuk unjuk rasa atau 
demontrasi. 
Unjuk rasa dapat timbul karena adanya pebedaan pendapat dan kepentingan 
atau kebijakan maupun hasil dari kebijakan tersebut. Unjuk rasa pun dapat bersumber 
dari alasan atau motif yang berbeda. Misalnya saja motif politik, ekonomi, sosial, 
lingkungan hidup, HAM dan sebagainya. Dengan demikian  pelaku dan sasaran pun 
bisa berbeda. Pengunjuk rasa bisa terdiri dari mahasiswa, buruh, tani, guru, 
pengusaha dan sebagainya. Sedangkan sasaran unjuk rasa bisa individu, kelompok 
dan lain sebagainya. Semua aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari 
karakteristik unjuk rasa. 
Adapun yang termasuk dalam karakteristik unjuk rasa tersebut adalah 
karakteristik konflik, golongan pengunjuk rasa, sasaran unjuk rasa, ruang lingkup isu, 
motif unjuk rasa, bentuk unjuk rasa, waktu unjuk rasa, metode dan tahapan unjuk 
rasa, pembagian tugas dan fungsi dalam kelompok unjuk rasa, serta pengaruh 
pemberitaan di media masa atas jalannya unjuk rasa tersebut terhadap kondisi 
masyarakat. 
Berbeda karakteristik unjuk rasa itu tentunya membuat pendekatan negosiasi 
yang dilakukan dapat memiliki strategi yang berbeda pula satu sama lainnya. Misalnya 
saja strategi negosiasi untuk mahasiswa tentu tidak dapat disamakan dengan strategi 
negosiasi untuk buruh, masyarakat umum dan lain sebagainya. Strategi negosiasi 
dapat berupa metode pelaksanaan negosiasi dan bagaimana melakukan pendekatan 
kepada sasaran negosiasi. 
Berbagai karakteristik unjuk rasa tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
a. Karakteristik Konflik 
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Konflik adalah “ Hubungan antara dua pihak atau lebih ( individu atau 
kelompok ) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak 
sejalan “ ( Simon Fisher, 2000 ). Untuk itu dapat dikatakan bahwa konflik 
merupakan peristiwa yang menyangkut pada hubungan antar manusia yang 
mengalami perbedaan pendapat atau kepentingan. 
Pada kasus terjadinya unjuk rasa, dimana unjuk rasa timbul karena adanya 
perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan, maka dapat dikatakan bahwa 
unjuk rasa terjadi karena adanya konflik. Untuk itu, dalam menangani unjuk rasa 
yang terjadi, maka negosiator perlu memahami berbagai karakteristik konflik yang 
ada. Karakteristik konflik meliputi berbagai hal yaitu : 
1) Hubungan Konflik 
Dilihat dari hubungannya, konflik dapat terbagi atas tiga hubungan       ( 
pihak-pihak yang terkait konflik ), yaitu : 
a) Superordinate Conflict, yaitu konflik dengan orang atau kelompok yang 
hubungannya lebih tinggi. Misalnya buruh dengan perusahaan atau antara 
masyarakat dengan pemerintah. 
b) Lateral Conflict, yaitu konflik antara orang atau kelompok yang memiliki 
posisi sejajar. Misalnya saja konflik antar staf di sebuah perusahaan yang 
memiliki posisi setingkat. 
c)  Subordinate Conflict, yaitu konflik dengan orang atau kelompok yang 
memiliki posisi lebih rendah. Misalnya saja atasan dengan bawahan. 
2) Tingkatan Konflik 
Konflik dapat mengalami perubahan tingkatan atau tahapan. Ada empat 
tahapan atau skala konflik, yaitu : 
a) Latent, yaitu konflik yang tersembunyi. Yaitu konflik yang sudah ada tapi 
masih ditutupi. 
b) Emerging, yaitu konflik yang mencuat, muncul ke permukaan dan antara 
pihak yang berkonflik sudah menyadari adanya konflik. 
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c)  Manifest, yaitu koflik yang terbuka dan dimanifestasikan dalam suatu 
tindakan, misalnya unjuk rasa. 
d) Escalation, yaitu konflik yang meningkat, misalnya unjuk rasa yang berekses 
terjadinya bentrokan atau terjadinya kerusuhan, tawuran dan sebagainya. 
 
3) Macam Konflik 
Ada beberapa macam konflik, antara lain : 
a) Displaced Conflict, yaitu konflik yang bukan pada tempatnya. Ada konflik 
dimana pihak-pihak yang terlibat berbeda pendapat dan berselisih mengenai 
hal yang salah, yang dianggap menjadi inti konflik, tetapi sebetulnya bukan. 
b) Misattributed Conflict, yaitu konflik yang salah alamat. Konflik ini terjadi 
antara orang-orang yang sebetulnya tidak perlu terlibat konflik. 
c)  False Conflict, yaitu konflik yang palsu, yang terjadi tanpa alasan sama 
sekali. 
d) Highly Charged Conflict, yaitu konflik yang disertai muatan tinggi. 
e) Low Key Conflict, yaitu konflik yang bermuatan rendah. 
f)  Complicated Conflict, yaitu konflik yang ruwet, menyangkut berbagai sebab, 
pihak dan banyak kepentingan. 
g) Simple Conflict, yaitu konflik yang menyangkut perkara yang sederhana, 
tidak melibatkan banyak pihak dan isu. 
4) Resolusi Konflik 
Menurut Simon Fisher ( 2000 ), resolusi konflik merupakan bagian dari 
pengelolaan konflik. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan 
berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara 
kelompok-kelompok yang bermusuhan. Banyak alternatif yang dapat diambil 
sebagai strategi dalam resolusi konflik, yaitu : 
a) Mediation, yaitu penanganan konflik dengan menggunakan penengah atau 
pihak ketiga. Proses ini biasanya dating dari keinginan kedua belah pihak 
yang bertikai. Mediasi juga memiliki peran penting dalam proses negosiasi. 
xl 
 
b) Arbitration. Pada arbitrasi, pemecahan masalah dating dari pihak ketiga, 
bukan dari pihak yang bertikai. Dengan demikian arbitrasi bukan sekedar 
menjamin hasil atau tujuan yang dicapai dapat disepakati oleh pihak-pihak 
yang bertikai. Arbitrator mendengar argument semua pihak, 
mempertimbangkan keunggulannya dan membangun penyelesaian secara 
adil. 
c)  Family Conferences. Model ini biasanya digunakan dalam konflik atau 
masalah yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga tidak 
memerlukan suatu proses yang rumit dan melibatkan banyak pihak. 
d) Alternative Dispute Rsolution ( ADR ). Model ini mengatasi perselisihan 
hukum tanpa melalui jalur hukum, melainkan digunakan alternatif lain, 
misalnya hukum adat, kode etik profesi dan sebagainya. 
e) Ombudsman Mechanism. Ini merupakan lembaga pengawas dan memiliki 
posisi independen dan tidak memihak. Lembaga inilah yang berperan 
menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. 
f)   Reconciliation. Jika konflik telah memuncak dan mencapai titik jenuh, pada 
akhirnya pihak yang bertikai akan menurunkan intensitas konfliknya masing-
masing. Peran Rekonsiliator adalah menyediakan jalur komunikasi antara 
pihak yang bertikai, mengidentifikasi masalah, meredakan ketegangan dan 
menggerakkan mereka menuju interaksi langsung. 
g) Negotiation, yaitu proses tawar-menawar ( bargaining position ) untuk 
mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik. 
Dari berbagai macam penyelesaian konflik di atas, dapat dilihat bahwa 
negosiasi merupakan salah satu strategi untuk mengelola konflik yang tengah 
terjadi di masyarakat. Namun demikian, berbagai alternatif resolusi konflik di atas, 
dapat dilakukan oleh Polisi dan Polisi juga dapat berperan di dalamnya. Tentunya 
hal itu juga memerlukan ketrampilan negosiasi tersendiri dari Polisi untuk 
memberikan solusi alternatif penyelesaian konflik. 
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Pengetahuan tentang hubungan konflik, tingkatan konflik, macam konflik 
dan resolusi konflik perlu dikuasai oleh seorang negosiator. Menurut Hardjana      ( 
1994 ), pengetahuan tersebut akan mempengaruhi cara pemecahan atau 
pengelolaan konflik yang ada. Hal ini disebut dengan management conflict. Dalam 
bernegosiasi, seorang negosiator juga harus memahami berbagai karakteristik 
konflik yang ada agar dalam melakukan negosiasi dapat dilakukan secara 
sistematis sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui dan 
memahami karakteristik konflik, maka akan membantu negosiator untuk 
menentukan agenda negosiator di lapangan. Adanya agenda negosiasi tentunya 
juga akan menentukan strategi negosiasi di lapangan yang juga akan 
mempengaruhi keputusan selanjutnya terhadap penanganan unjuk rasa. Itulah 
sebabnya mengapa perlu untuk mengetahui karakteristik unjuk rasa yang ada. 
b. Golongan Pengunjuk Rasa 
Kelompok pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi umumnya berasal 
dari golongan : 
1) Pelajar dan Mahasiswa; 
2) Buruh / pekerja sektor formal dan informal; 
3) Organisasi Profesi; 
4) Organisasi Masyarakat; 
5) Lembaga Swadaya Masyarakat; 
6) Masyarakat Umum lainnya. 
c. Sasaran Unjuk Rasa 
Lokasi atau tempat yang biasanya menjadi sasaran unjuk rasa adalah : 
1) Departemen / gedung pemerintah lainnya; 
2) Rumah atau Tempat Tinggal Pejabat; 
3) DPR / MPR RI atau DPRD; 
4) Mako Polri / TNI; 
5) Istana Negara; 
6) Perusahaan; 
7) Termpat atau Fasilitas Umum lainnya; 
8) Orang / Pribadi; 
9) Organisasi / Lembaga Internasional / Negara lain. 







e. Motif Unjuk Rasa 
Ada beberapa motif unjuk rasa dimana motif tersebut akan terkait dengan 
situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu :  
1) Sosial Politik; 
2) Sosial Ekonomi; 





f. Bentuk Unjuk Rasa 
1) Orasi; 
2) Mogok Makan; 
3) Mogok Bicara; 
4) Tiduran di jalan umu / blokir jalan; 
5) Long March; 
6) Bakar ban atau benda lainnya; 
7) Culik / sandera aparat; 
8) Lempar batu, bom Molotov atau benda lainnya; 
9) Serang Petugas; 
10) Razia Petugas; 
11) Perdudukan terhadap tempat atau lokasi unjuk rasa; 
12) Rusak atau bakar fasilitas umum / dinas; 
13) Main hakim sendiri. 






6) Hari Libur / Besar. 
h. Macam Kelompok 
Kunarto ( 1997 ) membagi 2 ( dua ) macam kelompok, yaitu: 
1) Kelompok Teratur 
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Ciri-cirinya : mempunyai tujuan, struktur organisasi, norma, pemimpin, 
keakraban, bawahan, berkumpul untuk jangka waktu yang lama. 
Contohnya : keluarga, lembaga / institusi, organisasi dsb. 
2) Kelompok Tidak Teratur 
Cirri-cirinya : tidak mempunyai tujuan, struktur organisasi, norma, pemimpin, 
bawahan, anggota, tidak ada keakraban, berkumpul untuk jangka waktu yang 
singkat / sementara. 
Contoh : croed / kerumunan, publik, massa. 
Adapun Haris ( 1998 ) membagi jenis kelompok, yaitu : 
1) Kelompok Kecil ( 2 – 30 orang ); 
2) Kelompok Medium ( 50 – 1000 orang ); 
3) Kelompok Besar; 
4) Kelompok sangat Besar. 
Berbagai jenis tersebut tentunya akan terkait dengan intensitas dan derajat 
interaksi dan ikatan antar individu yang akan berpengaruh pada bagaimana cara 
untuk membentuk opini di antara mereka. Dalam hal negosiasi, akan berkaitan 
dengan berbedanya strategi negosiasi yang harus dilakukan agar dapat mencapai 
tujuan yaitu adanya kesepakatan bersama. 
i. Metode dan Tahapan Unjuk Rasa 
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Hak Asasi 
Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum  ( YHDS ), ada 2  ( dua ) metode unjuk 
rasa, yaitu Active Non-Violence ( ANV ) atau tanpa kekerasan dan Active Violence 
( AV ) atau dengan kekerasan. Metode AV dijalankan untuk mempertahankan diri 
terhadap tindakan represif aparat keamanan. Pernyataan tersebut didukung oleh 
Willis & Caims ( 1993 ) yang meneliti tentang gerakan massa di Irlandia Utara. 
Sebagaimana dikutip oleh Sarwono ( 2001 ), dikatakan,  “ Kekerasan adalah wajar 
karena tidak ada pilihan lain. Mereka merasa diprovokasi oleh polisi dan kalau 
mereka tidak melawan, merekalah yang akan lebih ditekan lagi oleh polisi “. 
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Memang belum ada penelitian yang membuktikan apa atau siapa yang 
pertama kali memicu terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat 
keamanan. Untuk itu kedua pernyataan tersebut rasanya perlu dibuktikan lebih 
lanjut kebenarannya. 
Selain metode di atas, ada 3 ( tiga ) tahapan dalam melakukan unjuk rasa. 
Menurut Andang Basuki, salah satu aktivis Forum Masyarakat Sragen          ( 
Formas ) kepada peneliti, ketiga tahapan tersebut adalah : 
1) Rasional Persuasif. Ini adalah tahap dimana isu yang menjadi aspirasi 
pengunjuk rasa mulai digulirkan. Pada tahap ini biasanya pengunjuk rasa 
menyampaikan aspirasi lewat delegasi untuk berdialog atau pernyataan 
bersama yang disampaikan kepada sasaran unjuk rasa. Misalnya saja unjuk 
rasa yang memiliki target sekedar untuk berdialog dengan fraksi di DPRD 
untuk menyampaikan aspirasi. 
2) Rasional Konfrontatif. Pada tahap ini, pengunjuk rasa tidak hanya 
mengirimkan delegasi untuk menyampaikan aspirasi tapi mulai menonjolkan 
kekuatan atau dukungan massa aksi sebagai salah satu bentuk penekanan 
terhadap sasaran unjuk rasa. Dialog atau penyampaian aspirasi lewat petisi 
atau bentuk lain tetap diupayakan namun kekuatan massa pendukung mulai 
dikedepankan, misalnya dalam bentuk jumlah massa yang lebih banyak 
dibandingkan pada tahap pertama. 
3) Emosional Konfrontatif. Ini adalah tahap dimana pengunjuk rasa menilai 
bahwa tahap pertama dan kedua tidak berhasil mencapai tujuan. Pada tahap 
ini, maka pengunjuk rasa menggunakan kekuatan massa agar sasaran mau 
menerima aspirasi pengunjuk rasa. Pada tahap ini, biasanya kekerasan mulai 
digunakan. Ada kalanya bentrokan bahkan dijadikan target aksi. 
Dari berbagai pernyataan di atas tentang tahapan atau metode yang 
digunakan dalam unjuk rasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah unjuk rasa 
yang dilakukan merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dan diatur 
pelaksanaannya tahap demi tahap. 
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Hal ini didukung oleh Mahardika ( 2000 ), bahwa dilihat dari sifatnya, unjuk 
rasa atau demonstrasi sebagai bagian dari sebuah gerakan atauaksi massa, 
merupakan gerakan yang terorganisir, memiliki tujuan, strategi dan cara-cara yang 
dirumuskan secara jelas. 
Di lain sisi, dituliskan pula bahwa, tidak menutup kemungkinan bahwa 
gerakan-gerakan yang nampak sebagai gerakan spontan, sesungguhnya 
merupakan gerakan sistematik dan terorganisir. Misalnya saja tindakan kekerasan 
atau anarki / destruktif yang dilakukan pengunjuk rasa. 
j. Pembagian Tugas dan Fungsi Pada Kelompok Unjuk Rasa. 
Saat melakukan unjuk rasa, biasanya kelompok pengunjuk rasa membuat 
pembagian tugas dan fungsinya masing-masing yang dinamakan dengan 
perangkat aksi, yaitu :  
1. Pimpinan Unjuk Rasa / Jendral Lapangan / Komandan Lapangan / 
Dinamisator Lapangan ( Dinlap )  
Pada beberapa kelompok, ada istilah berbeda untuk menyebut posisi orang 
yang merupakan penanggung jawab kelompok unjuk rasa. Umumnya, siapa 
orang yang bertanggung jawab saat aksi tersebut, sifatnya tertutup dan 
dirahasiakan. 
Bahkan untuk aksi yang melibatkan beberapa organisasi, ada kalanya 
perangkat aksi yang lain tidak mengetahui siapa orang yang bertanggung 
jawab untuk keseluruhan aksi pada saat itu. Seperti dikatakan oleh Suraji      ( 
aktivis )  : 
“ Siapa komandan lapangan pada saat aksi biasanya dirahasiakan. Tujuannya 
ya, supaya aksi secara keseluruhan berjalan aman sesuai rencana. Soalnya 
kalau terjadi penangkapan, si komandan lapangan bisa aman dari 
penangkapan oleh aparat “. 
 
Itulah sebabnya, mengapa penanggung jawab aksi biasanya tidak ikut 
bergabung dengan barisan massa. Walaupun mereka berada di lokasi 
tersebut, pada umumnya yang bersangkutan hanya berdiri dan memantau 
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saja jalannya aksi. Selain itu, penanggung jawab aksi belum tentu selalu 
merupakan  ketua sebuah organisasi atau kelompok unjuk rasa. 
2. Koordinator Lapangan ( Korlap ) dan Orator 
Korlap adalah orang yang memimpin langsung jalannya aksi di lapangan. 
Jumlahnya bisa satu orang atau lebih tergantung dari banyaknya massa aksi. 
Adapun orator adalah orang yang memberikan orasi. Pada kelompok unjuk 
rasa yang jumlah massanya kecil, biasanya korlap juga sekaligus merupakan 
penanggung jawab unjuk rasa. 
Korlap bertugas membangkitkan semangat peserta aksi dengan jalan 
mengimandoi jalannya aksi lewat orasi, yel-yel, lagu-lagu dan sebagainya. 
Untuk itu pada kelompok kecil pula, biasanya korlap sekaligus merupakan 
orator. Tapi pada kelompok besar, selain orasi oleh korlap, ada juga orang-
orang yang memang ditunjuk sebagai orator saat itu. 
3. Tim Lobi 
Tim ini dibuat khusus untuk melakukan lobi dengan aparat keamanan. Jadi tim 
inilah yang dipersiapkan sebagai negosiator di pihak pengunjuk rasa. Mereka 
ditunjuk sebagai orang-orang yang memang akan di “ kedepankan “ oleh 
pengunjuk rasa untuk menutupi identitas pimpinan unjuk rasa. 
Itulah sebabnya mengapa tim lobi tidak bisa menentukan sikap dan harus 
mendiskusikan dulu hasil negosiasi dengan aparat kepada kelompoknya lebih 
dahulu. Hal ini ada kalanya membuat Polisi terjebak membuat keputusan 
karena menganggap bahwa merekalah pimpinan unjuk rasa di lapangan. 
Hal ini terlihat dari tindakan Polisi yang selalu tertuju pada pengunjuk rasa 
yang sudah dikenal sebelumnya untuk bernegosiasi mewakili pengunjuk rasa. 
Padahal belum tentu orang tersebut merupakan perangkat aksi yang pada 
saat itu berpengaruh pada keputusan terhadap jalannya unjuk rasa yang 
berlangsung. Seringkali polisi memang mengira bahwa tim lobi adalah korlap. 
Apalagi seringkali polisi tidak bertanya lebih dahulu siapa korlapnya. 
Melainkan langsung menuju pada orang yang dikenal mereka untuk diajak 
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bernegosiasi. Anggota tim lobi biasa memang merupakan orang yang biasa 
ditunjuk sebagai pelobi. Pada kelompok unjuk rasa yang terorganisir dengan 
baik, mereka yang ditunjuk sebagai tim lobi biasanya juga mendapatkan 
pelatihan negosiasi dan juga memiliki strategi tersendiri dalam melakukan lobi 
dengan aparat keamanan. 
4. Tim Keamanan 
Pada beberapa aksi unjuk rasa yang terorganisir, biasanya mereka 
membentuk tim keamanan. Ada 2 ( dua ) macam metode yang dijalankan 
yaitu berdasarkan keamanan pada garis luar dan garis dalam yang masing-
masing memiliki bentuk tersndiri. Tiga bentuk pelaksanaan dari kerja tim 
keamanan pada garis luar yaitu : 
a. Bunker / Barisan Pelopor ( Bapor ) 
Bunker / bapor adalah kelompok orang yang berdiri berbanjar dan berada 
di garis terdepan barisan pengunjuk rasa. Biasanya bunker / bapor dipilih 
dari massa aksi yang memiliki badan besar. Barisan bunker / bapor 
disiapkan untuk berhadapan langsung dengan petugas jika eskalasi unjuk 
rasa meningkat. 
Misalnya dorong-dorongan hingga bentrokan antara petugas dengan 
pengunjuk rasa. Untuk itu bunker / bapor minimal disiapkan hanya satu 
banjar tergantung dari banyaknya massa. Semakin banyak jumlah massa 
semakin banyak barisan bunker / bapor. 
b. Border 
Border disiapkan sebagai kelompok yang membatasi antara massa 
pengunjuk rasa dengan massa penonton atau orang yang tidak tergabung 
dalam kelompok pengunjuk rasa. Biasanya border akan mengelilingi dan 




Border dibuat untuk menghindari adanya provokasi atau penyusupan dari 
pihak luar, border juga dibuat untuk mengantisipasi adanya penculikan dari 
aparat keamanan terhadap massa pengunjuk rasa. 
c. Sweeper 
Sweeper juga diambil dari massa aksi. Hanya saja kelompok itu berda di 
barisan belakang dari massa aksi. Tugasnya adalah menyisir massa aksi 
yang keluar dari barisan untuk diajak bergabung kembali ke dalam barisan. 
Sedangkan bentuk pelaksanaan dari kerja tim keamanan pada garis 
dalam disebut dengan SS ( Secret Service ). SS ini terdiri dari beberapa orang 
yang bertugas untuk mencari penyusup baik provokator maupun intelijen 
aparat keamanan dan para informan lainnya yang dinilai dapat mengganggu 
jalannya rencana aksi mereka. 
5. Massa Pengunjuk Rasa 
Massa pengunjuk rasa merupakan sekelompok orang yang ikut serta dalam 
aksi unjuk rasa tersebut. Mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan 
araham korlap di lapangan. Kondisi demikian sesuai dengan teori 
deindividuasi dari Festinger, Pepitone & Newcomb ( sebagaimana dikutip oleh 
Sarwono . 2001 ), bahwa :  
“ Deindividuasi adalah keadaan hilangnya kesadaran akan diri sendiri ( self 
awareness ) dan pengertian evaluative terhadap diri sendiri ( evaluation 
apprehension ) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan 
mengalihkan atau menjauhkan perhatian dari individu. 
 
Proses deindividuasi ini berlaku pula untuk massa penonton maupun 
kelompok massa lainnya. Itulah sebabnya mengapa mssa unjuk rasa atau 
massa penonton cenderung mengikuti saja situasi yang terjadi saat itu, 
termasuk jika ada provokasi dari pihak tertentu untuk berbuat anarkis. 
Selain itu, massa pengunjuk rasa pun bisa terdiri dari beberapa macam 
berdasarkan motivasi mereka ikut berunjuk rasa, yaitu : 
a. Massa bayaran. Tuti ( 32 ), salah seorang pengunjuk rasa mengaku 
dijanjikan akan diberi upah Rp. 15.000,- jika ikut berunjuk rasa. Dikatakan 
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oleh Tuti, “ Saya sudah dua kali ikut demonstrasi dan dua-duanya dibayar 
dan pembayaran dilakukan setelah aksi “, katanya. ( wawancara tanggal 
23 Januari 2008 ). Golongan massa seperti ini biasanya apatis dan tidak 
terlalu terlibat penuh pada saat aksi berlangsung, yang penting mereka 
terlihat hadir di lokasi. 
b. Ikut-ikutan. Massa seperti ini tidak dibayar tapi ikut-ikutan karena berbagai 
faktor, misalnya : iseng, penasaran, sekedar ingin tahu, dan sebagainya. 
Massa seperti ini biasanya mudah terpancing emosinya. 
c. Anggota dari organisasi tersebut. Golongan massa ini biasanya ikut 
berdemonstrasi karena wujud solidaritaskepada kelompok. Misalnya saja 
anggota partai politik, LSM dan sebagainya. Golongan massa seperti ini 
pun biasanya mudah terpancing emosi sebagai wujud solidaritas 
kelompok. 
6. Massa Penonton 
Massa untuk datang ke lokasi huru hara, orang tidak perlu tahu informasi 
makro secara keseluruhan tentang apa penyebab dan sebagainya. Yang 
penting orang tersebut tahu, dan berbagai faktor dapat membuat ia datang 
walaupun sekedar untuk tahu lebih banyak lagi. Itulah sebabnya mengapa 
dalam suatu unjuk rasa, jumlah massa penonton bisa mencapai jumlah yang 
cukup banyak. 
Jika jumlah pengunjuk rasa maupun massa penonton mencapai ratusan 
hingga ribuan orang, biasanya pengunjuk rasa sudah membaur dengan 
massa penonton. Hal itu akan menjadi satu faktor tersendiri dalam melakukan 
pendekatan dengan massa aksi, jika pengunjuk rasa tidak memiliki identitas 
kelompok misalnya berupa ikat kepala, atau atribut lainnya.jika tidak jeli dan 
tidak paham karakteristik pengunjuk rasa, maka akan sulit membedakan mana 
massa penonton dan mana massa pengunjuk rasa. Untuk itu negosiator harus 
dapat mengenali cirri-ciri identitas kelompok pengunjuk rasa sehingga dapat 
membedakan sasaran negosiasi yang ingin dicapai. 
l 
 
7. Tim Medis 
Tim medis merupakan tim yang bertugas untuk menangani pengunjuk rasa 
yang terluka karena terkena pukulan aparat atau hal lain saat benturan atau 
bentrokan terjadi. Tim ini biasanya berada di luar barisan dan hanya memantu 
jalannya unjuk rasa dari luar barisan massa pengunjuk rasa. Banyaknya tim 
medis dan sarana yang dibutuhkan tergantung dari banyaknya jumlah massa 
yang ada. Namun demikian, biasanya mereka menyiapkan kendaraan 
berupamobil yang digunakan khusus tim medis untuk membawa pengunjuk 
rasa yang terluka ke rumah sakit terdekat. 
8. Tim Advokasi 
Tim advokasi biasanya terdiri dari para pengacara atau orang-orang yang 
menjadi penghubungantar kelompok unjuk rasa dengan pengacara yang 
sudah ditunjuk jika ada pengunjuk rasa yang tertangkap polisi. 
9. Tim Dokumentasi 
Tim dokumentasi bertugas mendokumentasikan unjuk rasa tersebut dengan 
foto atau merekamnya ke video kaset. Biasanya foto dan rekaman kaset ini 
akan digunakan sebagai alat propaganda untuk rencana aksi selanjutnya, 
terutama jika agenda aksi mereka terlaksana sesuai dengan yang 
direncanakan. 
10. Tim Kronologi 
Tim ini bertugas mencatat kronologi peristiwa jalannya aksi dari awal hingga 
selesai secara lengkap. Gunanya, untuk bahan evaluasi pada saat aksi 
selesai untuk bahan rencana aksi selanjutnya. Jika ada penangkapan, maka 
kronologis peristiwa itulah yang kemudian akan dibuat sebagai salah satu alat 
propaganda selanjutnya. 
11. Tim Humas / Agitasi dan Propaganda ( Agitprop ) 
Tim Humas / agitprop bertugas untuk membaqikan selebaran ke pihak-pihak 
yang dituju yaitu media massa dan massa penonton. Biasanya ada dua 
macam selebaran yang dibuat, dimana bentuk bahkan isi selebarannya dapat 
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berbeda. Adapun selebaran yang dibuat biasanya disiapkan untuk dua pihak 
yaitu untuk massa, baik massa aksi maupun massa penonton dan selebaran 
yang diberikan kepada pers. 
12. Tim Logistik 
Tim logistik adalah tim yang dipersiapkan untuk menyediakan logistic untuk 
keperluan unjuk rasa dan pengunjuk rasa. Ke[erluan tersebut bisa berupa 
makanan dan minuman yang disiapkan untuk massa aksi, ikat kepala dan 
atribut unjuk rasa lainnya. Biasanya tim logistik ini dilengkapi dengan 
kendaraan mobil untuk membawa peralatan yang dibutuhkan tersebut. 
Dari keseluruhan pembagian tugas dan fungsi di atas, umumnya secara 
keseluruhan hanya terdapat pada kelompok unjuk rasa yang terorganisir dengan 
baik. Untuk itu biasanya mereka pun melakukan aksi-aksi secara simultan dan 
berkesinambungan. Dengan demikian, posisi orang pada setiap aksi belum tentu 
sama. Seperti dikatakan oleh Suraji  ( FPKKS )  
“ Kalau si A pada satu aksi jadi korlap, belum tentu pada aksi berikutnya ia jadi 
korlap juga. Terutama pada posisi tertentu yang memang harus rahasia. Kadang-
kadang massa aksi bahkan perangkat aksi yang lain juga tidak saling tahu  
Misalnya SS, yang cukup di belakang layar aja walaupun dia bebas, bisa masuk 
ke barisan, bisa di luar barisan. Ya…tergantung jumlahnya  Makin banyak massa 
yang ikut  makin banyak SS-nya “. 
 
Beberapa kelompok pengunjuk rasa yang terorganisir biasanya pun 
memiliki jaringan antar kelompok yang dapat bergabung untuk melakukan aksi 
bersama untuk satu isu yang merupakan tujuan bersama. Adapun pada kelompok 
pengunjuk rasa yang terbentuk dan melakukan aksi yang sifatnya temporer, 
biasanya tidak memiliki pembagian tugas secara keseluruhan seperti tersebut di 
atas. 
Berbagai karakteristik unjuk rasa di atas, tentunya saling berkaitan satu 
sama lain. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap analisa situasi yang akan 
berkembang di lapangan. Dengan mengetahui karakteristik tersebut akan 
mempengaruhi strategi negosiasi yang akan digunakan, dimana akan tergantung 
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pada sasaran yang ingin dicapai. Dengan mengetahui karakteristik unjuk rasa, 
maka negosiator dapat menetukan strategi yang bagaimana yang harus diambil, 
materi apa yang harus disampaikan dan sebagainya. 
 
4. Teori Bekerjanya Hukum 
Untuk mengukur adanya sistem hukum maka terdapat asas yang dinamakan 
Principles of Legality  sebagai berikut :  
1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peratura. Yang dimaksud disini 
adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang 
bersifat ad hoc; 
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 
3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian 
itu ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai untuk menjadi pedoman tingkah 
laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas 
peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang; 
4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias dimengerti; 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu 
sama lain; 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 
dapat dilakukan; 
7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehngga 
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientas; 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya 
sehari-hari ( Fuller dalam Esmi Warassih, 2005 : 24 ).  
 
Teori Stufenbau dari Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan 
peraturan hukum ( sudah ) merupakan satu sistem bila semua peraturan hukum 
merupakan satu susunan kesatuan berdasarkan Grundnorm ( Satjipto Rahardjo, 2005 
: 50 ).  
Beberapa alasan untuk mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu 
merupakan satu sistem adalah sebagai berikut :  
1) Suatu sistem bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar kumpulan peraturan 
belaka, tetapi harus dikaitkan dengan masalah keabsahannya yaitu apabila 
dikeluarkan oleh sumber ( sumber-sumber ) yang sama seperti peraturan hukum 
yurisprudensi, kebiasaan.  
2) Sumber tersebut melibatkn kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-
undang sebagai praktisi penerapan peraturan hukum dan juga sarana-sarana yang 
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dipakai untuk mejalankan praktek itu seperti penafsiran / pola penafsiran yang 
seragam.  
 
Menurut pendapat Hoebel dalam Esmi Warassih ( 2005 : 26 ), menyebutkan 
adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : 
1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan 
menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan 
apa pula yang dilarang. 
2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan 
paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-
sanksinya yang tepat dan efektif. 
3) Menyelesaikan sengketa. 
4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-
kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali 
hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 
 
Di samping itu, hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku 
sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian 
pula interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme 
kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata  hampir di seluruh 
sektor kehidupan masyarakat.  
Lebih lanjut dikatakan oleh Parson sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih ( 
2005 : 27 ), bahwa : “ fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya 
untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk 
melicinkan proses pergaulan sosial ”. 
Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum 
tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem 
norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan 
fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus 
dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau 
lingkungannya. 
Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain 
Bertalanffy dan Kennecth Building ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 29 ), ternyata 
mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan 
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dengan aspek : (1) keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, 
(5) keterhubungan komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu 
sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat 
sebagaimana tersebut, sistem itu juga harus berorientasi kepada tujuan ( Esmi 
Warassih, 2005 : 30 ). 
Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan antara lain 
oleh Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih ( 2005 : 30 ), bahwa hukum itu 
merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan kultur : 
1) Komponen  struktur,   yaitu   kelembagaan   yang   diciptakan  oleh   sistem hukum 
itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem 
tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu 
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 
2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur 
maupun yang diatur. 
3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. 
Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara 
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum ini hendaknya dibedakan antara 
internal legal culture yaitu kultur hukum para lawyers and judges, dan external legal 
culture yaitu kultur hukum masyarakat luas. 
 
Selain itu menurut pendapat Leon L. Fuller ( dalam  Esmi Warassih, 2005 : 31 
) dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati 
apakah sudah memenuhi 8 ( delapan ) asas atau principles of legality berikut ini : 
1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh 
mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
3) Peraturan tidak boleh berlaku surut. 
4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu 
sama lain. 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 
dapat dilakukan. 
7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. 





Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada 
dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif 
harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini penting artinya untuk 
menghindari terjadinya kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih 
tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini 
semakin penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan                  ( 
eksistensi ) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai daya guna dalam 
menjalankan tugasnya di masyarakat. 
Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem 
hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu 
sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasikannya tujuan 
yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku 
manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam 
aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan efektivitas hukum ini, 
persyaratan yang diajukan oleh Fuller di dalam penjelasan hukum sebagai suatu 
sistem norma kiranya perlu diperhatikan.  
Selain itu, Paul dan Dias dalam Esmi Warassih ( 2001 : 105 – 106 ) 
mengajukan 5 ( lima ) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, 
yaitu : 
1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami; 
2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
hukum yang bersangkutan; 
3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum; 
4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau  
dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif 
dalam menyelesaikan sengketa-sengketa; 
5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat 
bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya 
berdaya kemampuan yang efektif. 
Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara 
filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang 
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penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah 
efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang 
memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 
perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang 
antara hukum dalam tindakan ( law in action ) dengan hukum dalam teori      ( law in 
theory ), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara 
law ini book dan law in action  ( Satjipto Raharjo, 2000 : 19 ). 
Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan 
berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal 
hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku yang tidak sesuai dengan     ( 
ideal ) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau 
keputusan hakim ( case law ), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal 
hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk 
karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak 
sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi 
terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. 
Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, 
bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk 
mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun 
kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai 
lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam 
masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan 
sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang 
sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu 
tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib ( Satjipto Rahardjo, 
2000 : 13 ). 
Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu 
kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum 
dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu 
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senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan 
pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. 
Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk 
menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada 
hukum atau tatanan hukum. 
Menurut Robert B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo ( 1980 : 27 ) dikatakan 
bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial 
dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat 
sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga 
hukum. Dari arah panah-panah sebagaimana yang terlihat pada bagan 1, dapat 
diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya 
dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, 
melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya. 
Teori bekerjanya hukum dari Lawrence Friedman tersebut dapat digambarkan 
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Pada Gambar 1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ( Satjipto Rahardjo, 
1980 : 27 ) : 
1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang 
peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 
2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons 
terhadap peraturan baru merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan 
kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta 
keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 
3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya. 
Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang 
mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang 
peranan. 
4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya 
Faktor-faktor sosial & 
Personal hukum 
Lembaga Pembuat         
/  Undang-undang 
Lembaga-lembaga 
Penerap Hukum 















yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran 
serta birokrasi. 
 
Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka faktor-
faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut : 
1) Pembuatan Hukum 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama 
manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan 
berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah pembuatan 
hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai 
suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi 
masyarakat. 
Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan 
pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis dan Seidman, terdapat 
dua model masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 49 ), yaitu  : 
a) Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai    ( 
value consensus ). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal 
adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya 
kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian 
masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai 
apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu. 
b) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai 
suatu perhubungan yang sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh 
sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian 
yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi 
konflik satu sama lain, sehingga hal ini juga akan tercermin dalam pembuatan 
hukumnya. 
 
2) Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan 
Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan 
proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan 
kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana 
mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur 
formal yang telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak lain, apabila penyelesaian 
sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial. Dalam hal ini yang menjadi 
masalah adalah bagaimana bekerjanya Pengadilan sebagai suatu pranata yang 
melayani kehidupan sosial. Di dalam kerangka penglihatan ini maka Lembaga 
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Pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang merupakan bagian-bagian dari 
keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat 
tersebut ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 53 ). 
 
3) Pelaksanaan Hukum ( Hukum sebagai Suatu Proses ). 
Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum 
hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, 
tetapi juga pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur 
tangan manusia pula. Oleh karena itu masih diperlukan langkah yang 
memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. 
Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan 
hukum. Ketiga, orang-orang tersebut menghadapi pegawai yang telah ditentukan 
untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 71 ). 
 
4) Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat 
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-
nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat 
norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma 
tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas 
diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu 
diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. 
Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang 
yang berbeda. Norma itu mewakili sesuatu perspektif sosial, sedangkan nilai 
melihatnya dari sudut perspektif individual ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 78 ). 
 
Menurut Radbruch nilai-nilai dasar dari hukum meliputi keadilan, kegunaan   ( 
zweckmaszigkeit ) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai 
dasar dari hukum, namun diantara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis, yaitu 
sesuatu dapat dimengerti, karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berlain-lainan 
dan yang satu dengan yang lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apa yang 
sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, 
bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 2000 






B. Penelitian yang Relevan       
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Antariksawan, dengan judul “ Penanganan Unjuk 
Rasa Mahasiswa Oleh Satuan Pengendali Massa Polda Metro Jaya “, Tahun 2003. 
Pada penelitian ini hanya memuat  tentang peran dan wewenang Satuan Pengendali 
Massa Polda Metro Jaya dengan Studi Kasus Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Dr. 
Moestopo.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Sidikah Rachman, dengan judul  “ Negosiasi 
Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Oleh Tim Negosiator Polda Metro Jaya, 2003. Pada 
penelitian ini mengupas tentang Tim Negoisator Polda Metro Jaya dalam 
melaksanakan strategi dalam tugasnya melakukan negosiasi dengan para pengunjuk 
rasa.  
3. Penelitian ini mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi tidak dapat 
diimplementasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah Sragen  dengan 
:   
a. Mengkaji mengenai implementasi UU Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah Sragen, dan 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya unjuk rasa di wilayah Sragen. 
b. Mengkaji faktor-faktor penyebab tidak dapat dimplementasikan ketentuan UU 
Nomor 9 Tahun 1998 dengan memakai teori bekerjanya hukum.  
 
C. Kerangka Berpikir 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat Di Muka Umum secara umum mengatur tentang prosedur dan tata cara 
pelaksanaan penyampaian unjuk rasa. Akan tetapi meskipun demikian dalam praktek 
implementasi UU Nomor 9 Tahun 1998  tersebut tidak sepenuhnya / atau tidak dapat 
dilaksanakan di wilayah Sragen. Untuk itulah dalam kerangka teori ini digambarkan 
bahwa implementasi UU Nomor 9 Tahun 1998 itu baru dapat dilaksanakan oleh aparat 
Kepolisian yaitu melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep/1600/X/1998 tentang 
Petunjuk Lapangan Tata Cara Pemberian STTP Menyampaikan Pendapat Di Muka 
Umum, sedangkan masyarakat / peserta unjuk rasa belum dapat melaksanakan 
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ketentuan yang ada dalam UU tersebut. Untuk itulah peneliti melakukan pembahasan 
dengan memakai teori bekerjanya hukum, yang mencakup dari aspek substansi, aspek 
struktural dan kultur hukum.  
 
 
Pembahasan terhadap aspek-aspek tersebut mengacu kepada kerangka 















Dalam gambar tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaan UU nomor 
9 Tahun 1998  adalah Kepolisian dan Anggota Masyarakat, dimana dalam 
implementasinya akan dikaji melalui teori bekerjanya hukum mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak dapat optimalnya implermentasi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 
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Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini termasuk jenis 
penelitian hukum sosiologis ( non-dokrinal ), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk 
penelitian yang deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin 
dengan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Kendala-
Kendala Dalam Upaya Mengimplementasikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Di 
Wilayah Sragen.  
Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 ( lima ) konsep hukum 
menurut Soetandyo Wignjosoebroto ( 1974 : 47 ) sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal   ( 
yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam ). 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai 
judge made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial 
yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam 
interaksi mereka ( yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam 
benak manusia ). 
 
Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum ke-5 ( ke lima ), yaitu 
manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi 
mereka. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto ( 1974 : 147 ) penelitian non-doktrinal adalah 
penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsikan dan dikembangkan sebagai rules tetapi 
sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam 
pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia 
secara aktual dan potensial akan terpola, sebagai realita sosial yang terjadi dalam alam 
pengalaman indrawi dan empiris. Hukum disini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi 
sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam 
pengalaman. Di mana hukum adalah tingkah laku  atau aksi-aksi dan interaksi manusia 
secara aktual dan potensial akan terpola.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang 
implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan 
Pendapat Di Muka Umum dan Kendala-kendala dalam upaya mengimplementasikan di 
Wilayah Sragen dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap 
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sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait 
langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini. 
Bogdan dan Taylor ( dalam Burhan Arshofa 1996 : 21-22 ) mendefinisikan metodologi 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut berupa 
kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik ( utuh ). Menurut Lexy J. 
Moleong ( 2004 : 112 ), kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 
merupakan sumber data utama. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang 
dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 
mereka tentang dunia sekitarnya. 
Dalam upaya menemukan fakta dan data secara ilmiah, maka peneliti menetapkan 
penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui studi kasus dengan 
pertimbangan bahwa tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara 
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, 
ataupun status dari individu. Studi kasus digunakan untuk keperluan penelitian, mencari 
kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan pola, kecenderungan, arah dan lainnya yang 
dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan perkembangan masa depan  
Dalam penelitian ini dimaksudkan tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih 
menggambarkan keadaan apa adanya tentang suatu variabel atau keadaan. Kata-kata yang 
tergambar dalam penelitian deskriptif bertolak pada penafsiran data yaitu melalui suatu alur 
berpikir logis. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan antara lain di :  
(1) Kepolisian Resor Sragen.  
(2) Tokoh Agama dan Masyarakat Wilayah Sragen. 
(3) Lembaga Swadaya Masyarakat  Sragen   
(4) Perpustakaan Pascasarjana UNS.  




B. Sumber Data 
Sumber data penelitian yang menggunakan metode non-doktrinal yang sosiologis 
empiris mempertimbangkan berbagai macam sumber data dan merupakan bagian yang 
sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data atau 
informasi yang diperoleh ( Sutopo, 2002 : 49 ).  Selanjutnya dijelaskan bahwa, “ sumber 
data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh ”. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan sumber data yang dapat memberikan data yang dibutuhkan baik berupa 
jawaban lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini ditentukan sumber datanya adalah : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan 
penelitian atau masyarakat, peristiwa, tingkah laku, yang didapat melalui wawancara 
yang mendalam ( indepth interview ) 
Dalam penelitian hukum sosiologis ( non doktrinal ) ini, untuk memperoleh data dan 
informasi empiris tentang gejala-gejala sosial yang muncul didalam masyarakat 
dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam 
suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu 
pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi 
informasi yang disebut informan atau responden ( Burhan, 2001 : 95 ). 
2. Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dipertimbangkan sebagai acuan 
penelitian ( Soerjono Soekanto 1986 : 13 ). Penelitian ini memperhatikan materi 
penelitian yang dijadikan pokok pembahasan dan guna menentukan identifikasi data.  
Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Undang-undang Dasar 1945. 
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b) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. 
c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
d) Prosedur Tetap Polri Nomor Pol. Protap/01/X/1998 tentang Tindakan Tegas 
Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Massa. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah implementasi UU Nomor 9 
Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya unjuk rasa  dan kendala-kendala 
pengimplementasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998  di Wilayah Sragen. 
3) Bahan Hukum Tertier 
a) Kamus Umum Bahasa Indonesia 
b) Kamus Hukum Indonesia 
c) Ensiklopedia Hukum Indonesia 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi sebagai data bantu, pengertian hal 
tersebut adalah : 
Wawancara 
Wawancara menurut ( Maleong, 2004 : 135 ) adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan sumber data. Agar wawancara dapat dilakukan dengan baik, maka 
hubungan antara peneliti dengan subyek merupakan suatu partnership. Adapun yang 
menjadi responden dalam penelitian ini antara lain : Lembaga Swadaya Masyarakat ( 




Studi dokumentasi sebagai pelengkap data primer  untuk memperjelas pernyataan 
yang tidak dimungkinkan ditanyakan melalui wawancara atau observasi. Di dalam 
menerapkan metode dokumentasi, peneliti memakai referensi buku-buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, putusan / peraturan 
pemerintah yang relevan dan sebagainya. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian menentukan dalam metode ilmiah karena 
dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian. Menurut Patton  ( dalam Moleong 1988 : 103 ) 
menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.   
Analisis dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan 
kendala-kendala pengimplementasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah 
Sragen. Adapun model analisis  yang dipakai dalam penelitian ini, ada tiga komponen    ( 
Sutopo,  2002  : 89 ) yaitu : 
1. Reduksi Data 
Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “ kasar ” yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan. Hasil wawancara dapat disusun menjadi data 
yang dapat diabstrasikan tanpa mengurangi nilai-nilainya atau diperlukan secara utuh. 
Hal yang penting di dalam reduksi data adalah analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
2. Sajian Data 
Setelah dilakukan reduksi data maka alur kedua adalah penyajian data, dengan 
melihat gambaran menyeluruh maka data yang dikumpulkan harus diusahakan dibuat 
suatu bentuk matriks atau grafik untuk menghindari penenggelaman data yang telah 
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didapat. Hal ini  dinyatakan bahwa penyajian data merupakan bagian dari suatu 
analisis. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai 
hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan, 
konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.  Dalam 
rangka penarikan kesimpulan ( verifikasi ) ini tidak terlepas dari reduksi dan penyajian 
data dan melakukan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk dapat 
memberikan makna yang telah teruji kebenarannya. Analisis data ini digambarkan 












Proses Analisis Data / Interactive Model of Analysis 
 
E. Batasan Operasional. 
Penyelenggaraan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka 
umum beragam bentuk, sifatnya dan penyelenggaraannya. Oleh karena itu perlu adanya 
batasan operasional dalam penelitian ini antara lain :  
(a) Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk 














bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(b) Dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga 
ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 
(c) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara 
demonstratif di muka umum. 
(d) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.  
(e) Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan 
pendapat dengan tema tertentu.  
(f) Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang 
dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. 
(g) Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia. 
(h) Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
(i) Surat Tanda Terima Pemberitahuan adalah tanda bukti bahwa suatu pemberitahuan 
yang disampaikan kepada Polri telah memenuhi ketentuan Pasal 10 dan 11 UU No. 
9 Tahun 1998.  
(j) Kegiatan Keilmuan atau pertemuan keilmuan adalah kegiatan / pertemuan yang 
bertujuan untuk membahas ilmu pengetahuan dan teknologi atau aspek-aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau suatu gejala berdasarkan 
prinsip-prinsip keilmuan atau bersifat keilmuan. 
(k) Kegiatan Keagamaan atau pertemuan Keagamaan adalah kegiatan / pertemuan 
yang bertujuan untuk meningkatkan keimaman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.  
(l) Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan 
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data  
Data unjuk rasa yang terjadi di wilayah Sragen dari tahun 2005 – 2008  
tercatat sebanyak  42 kali  dengan perincian sebagai berikut :  
Tabel I 
Pelaku Unjuk Rasa 
Pelaku 
Tahun 
Organisasi Buruh Mahasiswa Masyarakat 
2005 5 4 - 3 
2006 2 9 - 5 
2007 2 1 - 5 
2008 2 1 - 3 
Jumlah 11 15 - 16 
    Sumber data : Kepolisian Resort Sragen Tahun 2008 
  
Dari Tabel I dapat disimpulkan bahwa pelaku unjuk rasa yang terjadi dari 
Tahun 2005 – 2008 di wilayah Sragen sebagai berikut :  
· Organisasi  Masyarakat ( Ormas) sebanyak  11 kali; atau 26.19 %  
· Buruh sebanyak  15 kali; atau 35.72 %  
· Mahasiswa  nihil; atau 0 % 
· Masyarakat  sebanyak 16 kali.  38.10 %  
Tercatat  pelaku unjuk rasa yang terbanyak adalah Buruh / Karyawan di 
wilayah Sragen antara lain terjadi dilingkungan Pabrik / Perusahaan, dan biasanya 
selalu melibatkan massa / peserta unjuk rasa hampir semua karyawan / buruh pabrik / 
perusahaan tersebut. Persoalan yang selalu menonjol adalah masalah-masalah 
internal pabrik dengan karyawan, yang berkaitan dengan tuntutan kesejahterahan 
antara lain kenaikan gaji, tunjangan hari raya ( THR ), tunjangan hari tua                    ( 
jamsostek ) upah lembur, PHK, dan sebagainya. Dan biasanya aksi ini akan berhenti / 
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bubar setelah ada dialog antara pengusaha / pengelola manajemen pabrik dengan 
karyawan. Aksi pada umumnya tidak menimbulkan tindakan anarkhi karena mereka 
sadar bahwa tempat itu ( pabrik ) adalah tempat untuk mencari nafkah dan merupakan 
mata pencahariannya.  
Tabel II 
Sasaran Unjuk Rasa 
Pelaku 
Tahun 
DPRD Pemda / 
Pemerintahan 
Perusahaan Lain-lain  
2005 6 4 2 - 
2006 5 4 2 - 
2007 3 8 1 1 
2008 3 2 1 - 
Jumlah 17 18 6 1 
    Sumber data : Kepolisian Resor Sragen Tahun 2008  
 
Dari Tabel II dapat disimpulkan bahwa sasaran dari unjuk rasa antara lain : 
· Kantor DPRD sebanyak  15 kali; atau 35.72 %  
· Pemda/Pemerintahan sebanyak 18 kali; atau 42.86 %  
· Perusahaan  sebanyak  6 kali; atau 14.29 %  
· Lain-lain sebanyak 1 kali atau 2.38 %  
Tercatat lokasi yang paling banyak dijadikan sasaran unjuk rasa adalah 
kantor-kantor pemerintah antara lain Pemkab, PLN, Tenaga Kerja, Balai Desa, 
Kecamatan, KPU, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan sebagainya lokasi sasaran 
unjuk rasa pada umumnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah / instansi 
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya PHK, Administrasi / Layanan 








Motif Unjuk Rasa 
Motif  
Tahun 
Ekonomi Politik Sosbud  Lain-lain  
2005 4 5 3  
2006 9 2 - - 
2007 6 1 6  
2008 3 2 1  
Jumlah 22 10 10  
   Sumber data : Kepolisian Resor Sragen Tahun 2008  
 
Dari Tabel III dapat disimpulkan bahwa motif unjuk rasa yang terjadi dari tahun 
2005 – 2008  adalah :  
· Ekonomi  sebesar  22 kasus atau 52.38 
· Politik  sebesar 10 kasus atau 23.81 %  
· Sosial budaya sebesar 6 kasus atau 14.29 %  
Dari tabel diatas maka masalah / motif terbanyak pada setiap unjuk rasa 
berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi atau kebijakan pemerintah yang 
dikhawatirkan / yang mengakibatkan kesenjangan dan kurangnya penghasilan 
mereka, misalnya tuntutan mengenai upah / gaji, tunjangan kesejahteraan, perubahan 
jalur trayek angkutan umum yang membuat sepi / menurunnya jumlah penumpang, 
naiknya BBM dan harga bahan pokok lainnya.   
 
2. Analisis Kasus  
Dari sebanyak 42 kasus yang terjadi di wilayah Sragen maka dalam penelitian 
ini diambil beberapa sampel  kasus unjuk rasa, dimaksudkan bukan untuk dijadikan 
sebagai alat pembanding melainkan akan dianalisa dan dicermati dengan mengingat 
bahwa sampel kasus unjuk rasa yang dipilih tersebut menonjol dalam jumlah massa 
yang terlibat, situasi serta isu yang dikedepankan menuju pada kemungkinan / potensi 
SARA, maupun kelompok pengunjuk rasa dinilai memiliki peluang untuk terjadinya 
anarkhisme .  
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Disamping itu sampel-sampel ini dianalisa untuk mengetahui apakah unjuk 
rasa yang telah dilakukan tersebut sudah memenuhi / sudah mengimplementasikan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 
 
Analisis kasus tersebut antara lain sebagai berikut :  
1. Unjuk Rasa tanggal 21 – 26 Juni 2006 ( berturut-turut )  
Pelaku : Karyawan PT. BATI Sragen.  
Jumlah massa  : 500 orang. 
Tuntutan           : Karyawan yang di-PHK dipekerjakan kembali. 
  SBSI diterima sepenuhnya.  
  Upah Buruh sesuai UMK.  
  Tidak ada pemotongan upah.  
  Jamsostek sesuai aturan. 
  Buruh kontrak / harian dijadikan buruh tetap.  
  Dokter dan rumah sakit dapat upah.  
Indikasi                    : rawan konflik dan tindakan anarkhis, karena 
melibatkan massa dalam jumlah yang banyak           ( 
hampir semua karyawan tetap, buruh kontrak, lepas ).  
Lokasi  : Kantor DPRD, Kantor PEMKAB, Kantor 
DEPNAKERTRANS  Sragen.   
Kordinator ( Korlap ) :    Suyamto  
 
Kronologis :  
Secara berturut-turut selama 5 hari ( 21 – 26 Juni ) karyawan PT. BATI 
melakukan unjuk rasa. Dikordinir oleh Suyamto ( Ketua SBSI PT. BATI ), karyawan 
melakukan unjuk rasa dan mogok kerja, di depan pabrik dengan mengadakan 
orasi, yel-yel dan spanduk yang berisi bermacam tuntutan kepada manajemen 
pabrik. Menurut mereka, pihak manajemen pabrik selama ini tidak mendengar dan 
sulit untuk diajak berdialog mengenai kesejahterahan karyawan, dan selalu 
bertindak sesuai dengan keinginan pengelola pabrik. Menurut  Suyatno, unjuk rasa 
ini dilakukan karena merasa bahwa pintu dialog antara karyawan dan manajemen 
pabrik sudah tidak dapat ditemukan titik terang, dan bahkan karyawan yang dinilai 
membangkang / menentang kebijakan manajemen pabrik langsung di-PHK 
sepihak. Disamping itu pabrik tidak mengakui dan menerima keberadaan Serikat 
Buruh / organisasi karyawan di lingkungan pabrik. Upah tidak berdasarkan UMK 
yang telah disepakati dan minta agar karyawan kontrak dan pegawai lepas dapat 
diangkat menjadi pegawai tetap karena selama ini baik upah dan status pegawai 
sering dijadikan alasan untuk mem-PHK  pegawai tersebut tanpa alasan yang sah. 
Unjuk rasa karyawan PT. BATI juga dilakukan di depan kantor DPRD, Pemerintah 
Daerah, dan Kantor Disnakertrans Sragen yang intinya mendesak DPRD dan 
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Pemkab Sragen untuk turun tangan membantu tuintutan karyawan agar dapat 
dipenuhi oleh manajemen pabrik dan minta perlindungan, karena adanya intimidasi 
dari pihak manajemen pabrik.  
Pada umumnya peserta unjuk rasa berjalan dengan tertib dan aman, tidak 
anarkhis dan diperoleh kesepakatan yang dihadiri oleh anggota DPRD, 
Disnarkertrans, DPC Apindo dan perwakilan karyawan ( SBSI ) bahwa pihak 
manejemen pabrik tidak menghalangi terbentuknya SBSI di lingkungan pabrik dan 
karyawan tidak lagi melakukan mogok kerja.  
Unjuk rasa pada kasus ini melibatkan hampir semua tenaga kerja / 
karyawan PT BATI dan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. 
Secara prosedur penyampaian pendapat di muka umum telah memenuhi 
ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, antara lain telah diberitahukan secara 
tertulis kepada Kepolisian Resor Sragen ( Pasal 10 ), yang memuat mengenai 
maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute jumlah peserta sampai dengan 
penanggung jawab dan alat peraga yang dibawa ( Pasal 11 ). Oleh karena 
melibatkan massa dalam jumlah yang cukup banyak dan kendaraan pengangkut 
massa maka polisi terpaksa mengadakan perubahan rute yang dilalui, mengingat 
rute yang diajukan melewati  jalan-jalan protokol dan pusat-pusat perdagangan. 
Meskipun demikian jalan keluar masuk kota Sragen sempat terjadi kemacetan 
akibat iring-iringan / konvoi pengunjuk rasa menuju ke lokasi.  
Unjuk rasa ini memang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat 
menimbulkan konflik karena lebih banyak bersifat internal perusahaan, akan tetapi  
tetap mengganggu aktivitas dan produksi pabrik tersebut mengingat hampir semua 
karyawan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja secara bergilir. Penyebab 
aksi ini lebih disebabkan adanya konflik internal yang disebabkan kurangnya / 
macetnya jalur-jalur komunikasi antara pengusaha / manajemen pabrik dengan 
karyawan. 
Meskipun telah memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 9 
Tahun 1998, akan tetapi surat pemberitahuan kepada Polisi tersebut tidak memuat 
waktu dan lamanya hari untuk melakukan unjuk rasa, hal ini menurut Kordinator 
Lapangan ( Suyamto ) cukup sekali pemberitahuan tersebut karena materi unjuk 
rasa yang dilakukan terus menerus tersebut sama dan dilakukan oleh peserta aksi 
yang sama pula.  
 
2. Unjuk Rasa Tanggal 10 Oktober 2006 dan 15 Januari 2007 
Pelaku  : Persatuan Umat Islam Ds. Jati, Kec. Masaran.  
Jumlah massa : 300 orang.  
Tuntutan       : Melarang rumah yang dijadikan tempat ibadah karena 
tidak memiliki ijin ( IMB ) dan minta agar kegiatan tersebut 
dihentikan.  
Indikasi          : rawan konflik, karena sudah menyangkut hal yang 
dianggap SARA ( agama ).  
Lokasi :    rumah warga Desa Jati  
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Kronologis :  
Masyarakat dusun Jati, Masaran, Sragen merasa terganggu atas kegiatan 
ibadah yang dilakukan di satu rumah milik seorang warga setempat. Kegiatan 
tersebut sudah lama berjalan dan tidak memiliki ijin ( IMB ) untuk kegiatan ibadah 
tersebut. Massa yang berjumlah 300 orang tersebut kemudian berkumpul dan 
melakukan provokasi berupa yel-yel, spanduk yang berisi tuntutan agar kegiatan 
ibadah dalam rumah tersebut dihentikan. Menurut Suharno, ST.     ( kordinator 
lapangan ), kegiatan yang dilakukan oleh warga tersebut karena merasa terganggu 
dengan aktivitas yang selama ini, disamping itu rumah tersebut tidak memiliki ijin 
untuk digunakan sebagai tempat ibadah secara rutin. Peringatan dan imbauan 
warga untuk menghentikan kegiatan ibadah sudah sering dilakukan melalui kepala 
RT, RW, dusun akan tetapi tidak pernah digubris dan kegiatan tetap berjalan. 
Unjuk rasa tidak anarkhis, dan dapat dibubarkan secara tertib setelah diadakan 
diskusi dan menyampaikan  tuntutan tersebut kepada Bupati melalui pihak 
kelurahan dan kecamatan setempat. Akan tetapi pada kenyataannya tempat / 
rumah tersebut masih digunakan untuk tempat ibadah, akhirnya pada tanggal 15 
Januari 2007, kembali dilakukan unjuk rasa oleh pemuda masjid Ar-Rochmah 
dengan tuntutan yang sama yaitu penghentian aktivitas ibadah dan mendesak 
pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Aksi unjuk rasa 
dipimpin oleh Qoirul ( Korlap ) yang mengatakan bahwa sebenarnya unjuk rasa ini 
merupakan tuntutan yang kedua kalinya, karena pernah dilakukan unjuk rasa 
dengan tuntutan yang sama tetapi belum mendapatkan penyelesaian dari aparatur 
pemerintahan.  
Unjuk rasa ini rawan konflik mengingat tuntutan-tuntutan tersebut 
mengandung unsur-unsur SARA dan memerlukan penanganan secepatnya dari 
pihak-pihak terkait. Aksi ini bersifat spontan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 
10 UU Nomor 9 Tahun 1998 yaitu diberitahukan kepada aparat Kepolisian Sektor  ( 
Polsek ) setempat, mengingat lokasi aksi unjuk rasa dilakukan di Balai Desa Jati. 
Aksi unjuk rasa berjalan tertib dan tidak anarkhis dan mendapatkan pengawalan 
cukup ketat dari aparat kepolisian setempat dan dibantu aparat Polres Sragen.  
Aksi unjuk rasa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU 
Nomor 9 tahun 1998, karena hanya memberitahukan secara lisan kepada 
Kepolisian Sektor setempat. Menurut Qoirul ( Korlap ) aksi ini merupakan 
kelanjutan dari aksi-aksi yang serupa terdahulu dengan materi tuntutan yang sama, 
bersifat spontan dari masyarakat setempat sehingga tidak lagi memerlukan ijin dan 
biokrasi yang berbelit-belit.  
  
3. Unjuk Rasa tanggal 22 Januari 2007  
Pelaku          : warga masyarakat Ds. Patihan,  Kec Sidoharjo. 
Jumlah massa : 100 orang  
Tuntutan     : agar pilkades diulang, karena diketemukan adanya 
kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pilkades Patihan 
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dalam penghitungan suara dan adanya pembelian suara 
oleh salah satu calon kades.   
Indikasi        : rawan konflik karena melibatkan kubu-kubu yang 
menentang dan mendukung calon kepala desa dan 
dianggap rawan dapat mengganggu ketenangan dan 
keamanan warga.  
Lokasi :    Kantor Balai Desa Patihan  
 
 
Kronologis :  
Massa yang dimotori oleh Djono alias Jojon ( kordinator lapangan ) 
berkumpul dan melakukan orasi di depan Balai Desa Patihan dengan tuntutan agar 
panitia Pilkades melakukan pemilihan ulang, disebabkan adanya kecurangan yang 
dilakuka oleh oknum panitia dalam penghitungan suara dan adanya indikasi 
pembelian kartu suara oleh salah satu calon kades. Massa penentang / pelaku 
unjuk rasa berhadapan dengan massa pendukung calon kades yang terpilih 
sehingga situasi menegangkan diantara kedua kubu. Akan tetapi dengan adanya 
campur tangan dari Muspika setempat ( Lurah, Camat dan Polsek) akhirnya unjuk 
rasa tersebut berjalan aman dan tertib, tidak terjadi anarkhis. Massa akhirnya dapat 
dibubarkan setelah diadakan penghitungan suara ulang dan hasilnya dapat 
disaksikan dan diketahui langsung oleh warga masyarakat. Mengenai adanya 
pembelian kartu suara diproses lebih lanjut karena tidak dapat / belum 
diketemukan bukti kongkrit adanya tindakan tersebut. Unjuk rasa ini merupakan 
aksi yang spontan dilakukan oleh para pendukung calon kades yang tidak terpilih 
sehingga tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian 
setempat, meskipun demikian diadakan langka-langkah persuasif untuk 
mengendalikan kegiatan tersebut. 
Aksi ini dapat menimbulkan konflik / rawan konflik mengingat massa kedua 
kubu ( yang pro dan kontra ) saling berhadap-hadapan dan saling ejek. Oleh 
karena bersifat spontan maka aksi unjuk rasa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 
10 UU Nomor 9 Tahun 1998, karena tidak ada pemberitahuan dan ijin dari aparat 
kepolisian setempat .   
 
4. Unjuk Rasa Tanggal 14 Januari 2008  
Pelaku                    : Paguyuban Angkutan Umum Jalur Sragen – 
Mantingan. 
Jumlah massa  : 200 orang.  
Tuntutan                  : mengembalikan trayek angkutan kota jalur 01 jurusan 
Pasar Bunder ke jurusan yang semula, karena 




Indikasi                   : rawan konflik antar sopir angkutan pada jalur yang 
sama, mengganggu lalu lintas karena dilakukan orasi 
dan mogok di jalur yang padat lalu lintas dan 
menelantarkan penumpang.  
Lokasi :    terminal angkutan umum Pilangsari Sragen  
  
Kronologis peristiwa  :  
Sekitar jam 10.00 WIB, kumpulan orang yang tergabung dalam Paguyuban 
Angkutan Umum jurusan Sragen – Mantingan datang dan berkumpul di 
perempatan Terminal Pilangsari Sragen. Aksi ini merupakan aksi yang kedua 
kalinya, karena aksi serupa telah dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2007 yang 
lalu dengan tuntutan yang sama, akan tetapi tidak adanya tindak lanjut perubahan 
jalur tersebut. Aksi ini memprotes dan menuntut agar surat edaran Dinas 
Perhubungan Kab. Sragen dicabut dan jalur angkutan umum tersebut dikembalikan 
seperti jalur semula. Hal ini disebabkan angkutan umum jurusan Sragen – 
Matingan merasa dirugikan dengan adanya jalur baru bagi Trayek Angkutan Kota 
01 jurusan Pasar Bunder – Pilangsari – Padlapang, memotong jalur bis mini dan 
mengakibatkan penumpang yang semula diangkut oleh bis mini jurusan Sragen – 
Mantingan diserobot / diangkut oleh angkutan kota tersebut. Aksi dilakukan dengan 
orasi dan yel-yel serta memarkir kendaraan / bis mini ditengah jalan sehingga 
memancetkan / mengganggu para pengguna jalan lainnya.  
Menurut Kordinator Lapangan ( Jono alias Bagong ) aksi unjuk rasa ini 
terpaksa dilakukan mengingat jalur yang semula berjarak 18 km menjadi hanya 
sekitar 11 km, yang menyebabkan makin sempitnya / berkurangnya jumlah 
penumpang yang dapat diangkut oleh bis mini jalur tersebut. Akibatnya pendapatan 
para awak bis semakin berkurang sedangkan jumlah setoran yang harus dipikul / 
ditanggung oleh sopir tetap sama. Aksi ini sempat memacetkan arus lalu lintas 
yang keluar masuk terminal Pilangsari dan menelantarkan penumpang pada rute 
sepanjang jalur tersebut.  
Menurut salah satu peserta aksi unjuk rasa ( Sueb, Sopir ) mengatakan 
bahwa sebelum diadakan perubahan jalur / trayek yang sudah ada, maka ada baik 
mengikutsertakan dan dialog dengan kelompok-kelompok paguyuban angkutan 
yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak atau penolakan terhadap 
ketentuan trayek baru tersebut.   
Aksi unjuk rasa pada jam 13.30  WIB tersebut dapat dibubarkan dengan  
tertib dan tidak ada tindakan anarkhis. Yang selanjutnya diadakan negosiasi antara 
kelompok pengunjuk rasa dengan dinas perhubungan terkait yang dibantu Polisi 
sebagai moderator / negosiator. Hasilnya untuk sementara trayek / jalur angkutan 
tersebut dikembalikan seperti semula, sebelum diadakan penataan ulang semua 
trayek yang ada.  
Aksi unjuk rasa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 
1998, karena meskipun ada pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Sragen 
akan tetapi pemberitahua tersebut dilakukan kurang dari waktu 3 x 24 jam sesuai 
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dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3). Aksi unjuk rasa ini disebabkan karena adanya 
penumpukan rute pada jalur yang sudah padat, sehingga dikhawatirkan terjadi 
saling rebutan penumpang dan menggangu pemasukan bagi trayek-trayek yang 
sudah ada. Akan tetapi seringkali terjadi hanya masalah rebutan penumpang dapat 
menyebabkan terjadinya tindakan anarkhis dan mengganggu alur lalulintas lainnya.  
 
5. Unjuk Rasa tanggal 12 Mei 2008  
Pelaku                : warga Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, 
Kabupaten Sragen.  
Jumlah massa   : 500 orang.  
Indikasi              : pengerahan massa dalam jumlah besar dengan 
kendaraan umum, dapat menggangu kelancaran lalu 
lintas dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu 
lintas.  
Tuntutan           : tuntutan agar Lurah desa Gimantar ( Lasiyo ) 
diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa 
Gimantar karena telah melakukan tindakan asusila 
dengan warganya.  
Lokasi :    kantor DPRD Sragen  
 
Kronologis peristiwa : 
Kepala Desa Gimantar ( Lasiyo ) telah tertangkap basah berhubungan 
intim ( layaknya suami isteri ) dengan warga desa yang masih berstatus istri orang. 
Dalam rembug desa yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan berjanji 
untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi ternyata tidak ditepati 
karena yang bersangkutan masih terus berhubungan dengan warga tersebut. 
Masyarakat desa marah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Camat dan 
Bupati, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak ada tindakan apapun 
yang dijatuhkan kepada kepala desa tersebut, sehingga akhirnya warga desa 
berinisatif mengadakan unjuk rasa dengan mengerahkan sekitar 500 orang warga 
desa ke DPRD.  
Menurut Kordinator Lapangan ( Korlap ) Jumadi, unjuk rasa dengan 
pengerahan massa tersebut terpaksa dlakukan karena belum ada tindakan / sanksi 
apapun yang diberikan kepada Kepala Desa padahal kasus tersebut sudah 
dilaporkan ke pihak kecamatan dan kabupaten. Inisatif unjuk rasa ini adalah murni 
dari warga masyarakat, dan semua pembiayaan untuk keperluan unjuk rasa 
didapat dari hasil sumbangan warga masyarakat. Hasil diadakan negosiasi 
perwakilan unjuk rasa untuk ketemu dan berdialog dengan pimpinan DPRD / 
Fraksi, yang hasilnya diteruskan kepada pihak eksekutif. Massa bubar dengan 
tertib dengan kawalan polisi untuk kembali ketempat tinggal / desa Gimantar.  
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Aksi unjuk rasa ini lebih banyak disebabkan kejengkelan warga karena 
belum ada tindakan / sanksi apapun yang dijatuhkan kepada Kepala Desa yang 
telah bertindak asusila dan mencoreng nama baik desa Gimantar.  
Aksi unjuk rasa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 
karena tidak memberitahukan dan tidak mendapatkan STTP dari Kepolisian 
setempat maupun Polres Sragen , karena sudah melewati dan memasuki wilayah 
hukum yang lainnya. Menurut Jumadi , aksi yang dilakukan ini sangat bersifat 
mendadak dan spontan karena desakan masyarakat dan disamping itu tidak 
mengetahui secara jelas prosedur yang harus ditempuh menurut ketentuan hukum 
yang berlaku.  
 
6. Unjuk Rasa tanggal 13 Mei 2008  
Pelaku  : Forum Masyarakat Sragen ( Formas ).  
Jumlah Massa    : 100 orang.  
Tuntutan       : Batalkan kenaikan harga BBM.  
Seret Koruptor.  
Berikan Hak Rakyat sesua Proposinya.  
Solusi kelangkaan minyak tanah.  
Indikasi               : bersifat nasional, dikhawatirkan mempengaruhi ketertiban 
dan keamanan umum. 
Lokasi  :    Kantor DPRD Sragen   
 
Penanggungjawab :   Andang Basuki  
 
Kronologis peristiwa :  
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM terhitung hari Rabu 
Tanggal 1 Januari 2008 yang lalu, memunculkan gelombang unjuk rasa di seluruh 
Indonesia yang menolak kenaikan harga BBM tersebut. Di Sragen, massa yang 
dipelopori oleh Forum Masyarakat Sragen ( Formas ) mulai bergerak pada jam 
10.00 WIB dengan mendatangi Kantor DPRD Sragen dengan memakai kendaraan 
umum dan pribadi, sesampai di halaman gedung DPRD, massa menggelar orasi 
dang membentangkan spanduk  yang berisi penolakan kenaikan harga BBM, dan 
kembalikan hak rakyat, masalah koruptor. Unjuk rasa ini dikordinir oleh Andang 
Basuki ( Korlap ), yang mengatakan bahwa aksi ini digelar untuk mewujudkan 
kepedulian terhadap masyarakat akibat adanya kenaikan harga BBM, yang secara 
langsung dan tidak langsung akan pula memicu kenaikan harga bahan pokok 
lainnya. Dan menuntut agar perkara korupsi dapat diusut dengan tuntas dan 
menghukum pelakunya, terutama kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sragen. Aksi 
ini berakhir dengan memberikan surat tuntutan kepada DPRD untuk disampaikan 
kepada pemerintah, dan pada jam 12.15  WIB aksi bubar dengan tertib.  
Aksi unjuk rasa ini belum memenuhi ketentuan Pasal 10 dan 11 
Undangundang Nomor 9 Tahun 1998 , karena meskipun ada pemberitahuan akan 
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tetapi penyampaian pemberitahuan tersebut  kurang dari waktu yang ditentukan ( 3 
x 24 jam ) dan tidak mencantumkan secara jelas alat-alat peraga yang dibawa oleh 
peserta aksi.  
 
7. Unjuk Rasa tanggal 10 Juni 2008  
Pelaku        : Praja Nusantara Bangkit ( Perangkat Desa )  
Jumlah massa : 200 orang  
Tuntutan   : penetapan penghasilan non bengkok sesuai dengan UMR, 
tunjangan kesehatan, keluarga, THT. 
Indikasi  : tidak provokatif, tetapi dikhawatirkan mengganggu kinerja 
dewan dan pelanggaran lalu lintas jalan.  
 
Kronologis peristiwa :  
Adanya rencana pemerintah untuk merubah status para perangkat desa 
menjadi pegawai negeri sipil ( PNS ) menimbulkan gejolak dengan adanya 
berbagai tuntutan dari aparat desa. Hal ini disebabkan, penghasilan yang selama 
ini dipakai adalah hasil penggarapan dari tanah bengkok desa yang secara rutin 
mereka kerjakan, tanpa adanya penghasilan tambahan lainnya. Mereka khawatir 
bahwa dengan diberlakukannya ketentuan baru yang tidak diperkenankannya 
penggarapan tanah bengkok sebagai hasil / upah mereka maka penghasilan 
mereka akan turun.  
Pada Jam 11.00 WIB, Massa yang terdiri dari perangkat desa                   ( 
khususnya perangkat desa / bayan ) seluruh Kabupaten Sragen mendatangi kantor 
DPRD Sragen, dengan mengadakan orasi dan menuntut agar UMR diberikan 
sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku di Kabupaten Sragen dan 
dibayarkan / diberikan setiap bulannya / rutin. Disamping itu menuntut agar adanya 
tunjangan kesehatan, keluarga, tuinjangan hari tua, tunjangan hari kematian dan 
dianggarkan dalam ADD ( anggaran dana desa ). Aksi dapat dikendalikan dan 
massa membubarkan diri dengan tertib, setelah DPRD berjanji meneruskan 
tuntutan tersebut kepada pihak eksekutif / pemerintah daerah.  
Aksi unjuk rasa ini diakibatkan kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan 
lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah tersebut, dan menimbulkan penafsiran 
yang berbeda di kalangan perangkat desa. Aksi unjuk rasa ini telah memenuhi 
ketentuan UU Nomor 9 tahun 1998 , yaitu memberitahukan tertulis dan ijin dari 
Polres Sragen, meskipun dalam kenyataannya jumlah peserta dan alat peraga 
yang dibawa tidak sesuai dengan pemberitahuan ( STTP ).   
 
8. Unjuk rasa tanggal   11, Tanggal 21, dan tgl 30 Agustus 2008   
Pelaku   :   Forum Organisasi Kepemudaan Sragen ( Forkos  )  
Jumlah massa  :   100 orang  
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Tuntutan   : pengusutan dan penuntasan kasus ijazah palsu oleh Bupati 
Sragen ( Untung Waluyo ) yang digunakan untuk 
pendaftaran cabup Sragen.  
Indikasi                 :     rawan konflik, karena diindikasikan adanya muatan politik 
dan akan mendapatkan implikasi politik dan kondisi situasi 
di Sragen.  
 
Lokasi                    :  Muka Kantor Kabupaten, Kepolisian dan Kantor KPU Sragen  
 
Kronologis  peristiwa :  
Massa dari Forum Organisasi Kepemudaan Sragen ( Forkos )  yang 
dikordinir oleh Eko Wiyono ( koordinator lapangan ) berkumpul dari Gedung KNPI 
dan bergerak  menuju kantor Kabupaten Sragen, dengan membawa spanduk dan 
alat peraga lain. Sesampai di kantor Kabupaten, massa kemudian melakukan orasi 
/ yel-yel yang mendesak Kepolisian Sragen dan KPU Sragen untuk mengusut dan 
menuntaskan kasus ijazah palsu dari Bupati Sragen ( Untung Waluyo ), yang telah 
dilaporkan ke berbagai pihak berwenang tetapi belum ada penyelesaian lebih 
lanjut, bahkan cenderung ditutup dan tidak dilakukan pengusutan lebih lanjut 
secara hukum. Aksi ini dilakukan, menurut  Dodok Sartono ( korlap ), disebabkan 
sampai saat ini kasus tersebut tidak ada kelanjutannya meskipun telah dilaporkan 
ke Instansi-instansi yang berwenang      ( Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, bahkan ke 
Mabes Polri ). Aksi ini kemudian bergerak ke Kantor Kepolisian Sragen dan 
dilanjutkan ke Kantor KPU Sragen dengan tuntutan dan orasi yang sama yaitu 
penuntasan kasus tersebut.   
Aksi ini secara substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 UU Nomor 9 
Tahun 1998, karena aksi ini diberitahukan kurang dari waktu / ketentuan yang 
diatur dalam pasal 10 tersebut yaitu 3 x 24 jam. Hal ini menurut  Wawan               ( 
pengunjuk rasa ), menyatakan bahwa pemberitahuan memang sengaja dilakukan 
kurang dari ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998, dengan alasan bahwa kasus ini 
merupakan kasus yang lama dan sudah berkali-kali dilakukan unjuk rasa yang 
serupa. Disamping itu hal ini dilakukan, untuk menghindarkan aksi unjuk rasa 
balasan dari para pendukung Bupati, sehingga dikhawatirkan akan dapat 
menimbulkan konflik terbuka antara pengunjuk rasa dengan massa tersebut. Disisi 
lain menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik dan 
mempunyai pengaruh kuat / luas di masyarakat, baik secara politis maupun sosial  
di Sragen, selama ini tidak pernah diselesaikan secara hukum yang 
berlaku.Pengunjuk rasa merasa adanya disparitas dan tebang pilih dalam 
penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di wilayah Sragen. Meskipun mendapatkan 
pengawalan yang cukup ketat dari aparat Kepolisian Sragen, massa akhirnya 






9. Unjuk rasa  Tanggal 21  Agustus 2008  
Pelaku   :   Massa PDIP  
Jumlah massa    :   1000 orang  
Tuntutan    :  merupakan demo tangdingan yang dilakukan oleh Forkos, 
dan mendukung Bupati  Sragen.  
Indikasi   :  rawan konflik , ada kemungkinan benturan antara massa 
pendukung dan massa penuntut  secara terbuka. Hal ini 
dimungkinkan karena adanya perbedaan kepentingan 
antara keduanya .   
Lokasi   :   depan kantor Kabupaten Sragen  
 
Kronologis  peristiwa :  
Massa yang dimotori oleh PDIP berkumpul di depan Kantor Kabupaten 
Sragen, dengan melakukan orasi / yel-yel dan spanduk  yang berisi kecaman 
terhadap Forkos dan memberikan dukungan kepada Bupati Sragen ( Untung 
Waluyo ). Aksi ini dimotori oleh Sunarto, yang mengatakan bahwa aksi ini 
dilakukan karena tidak menghendaki adanya kondisi yang tidak kondusif di wilayah 
Sragen, sehingga akan dapat mempengaruhi jalannya roda pembangunan dan 
kesejahterahan masyarakat Sragen pada umumnya. Dan menurut mereka selama 
ini Untung Waluyo dianggap telah berhasil meningkatkan pembangunan di wilayah 
Sragen, dan aksi yang dilakukan oleh Forkos tersebut hanya merupakan aksi yang 
dilatar belakangi  kepentingan untuk menjegal dan menurunkan Bupati yang sah. 
Menurut Sunarto ( Korlap ), tidak usah memakai aksi-aksi yang mengganggu 
masyarakat umum , tetapi serahkan persoalan / kasus tersebut ke pihak yang 
berwenang. Aksi ini kemudian bubar dengan tertib . 
 
 
Aksi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 9 
Tahun 1998, karena pemberitahuan kepada pihak Kepolisian tidak memenuhi 
ketentuan 3 x 24 jam, dan tidak memenuhi ketentuan tentang banyaknya kordinator 




Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, 
maka penerapan dari norma-norma hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai 
perantaranya. Oleh karena itu dalam melihat bekerjanya hukum harus meliputi 
pembuatan hukum, pelaksanaan hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. 
Ini berarti bahwa hukum itu merupakan gabungan dan bekerjanya hukum tersebut 
dipengaruhi oleh komponen struktur, substansi dan kultur hukum.  
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Dari aspek substansi hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut telah 
diatur secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum antara lain dalam Pasal 2 ( ayat (1) yang menyebutkan setiap 
warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat 
sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan ayat (2) penyampaian pendapat di muka 
umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ).  
Hal ini berarti bahwa baik orang atau kelompok dapat menyampaikan pendapat 
dimuka umum, baik dilakukan secara lisan misalnya dengan pidato, dialog dan diskusi, 
dengan tulisan misalnya petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk 
dan sebagainya misalnya dengan sikap membisu dan mogok makan.  
Adapun yang dimaksudkan asas proposionalitas dalam Pasal 3 huruf (d) adalah 
asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan 
tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah 
yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.  
Dari substansi yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 
tersebut telah sesuai dengan inspirasi arti kebebasan dalam menyampaikan pendapat 
dalam era demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Suyamto ( Ketua SBSI Sragen ) antara 
lain : “ bahwa secara substansi / materi yang terkandung dalam UU ini telah sesuai untuk 
menampung aspirasi / kehendak daripada warga negara / masyarakat, karena disamping 
membuka ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetapi disisi lain tetap 
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain “. Akan tetapi dalam implementasinya 
memang tidaklah mudah, karena untuk itu masih dibutuhkan prosedur / tata cara yang 
telah diatur oleh undang-undang ini, disamping itu upaya pengendalian masa dalam aksi 
unjuk rasa tidaklah mudah, mengingat karakter individu pengikut / peserta terkadang tidak 
dapat terkendali. Adapun timbulnya aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini disebabkan 
tidak adanya komunikasi yang baik dan kondusif sehingga terpaksa dilakukan aksi unjuk 
rasa sebagai langkah yang terakhir untuk menyampaikan aspirasi / keinginannya. Selama 
ini dirasakan bahwa unjuk rasa memang dianggap solusi yang paling tepat dan cepat 
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untuk ditanggapi  oleh pihak-pihak terkait, meskipun sebenarnya aksi unjuk rasa tersebut 
tidaklah tepat untuk ukuran norma etika budaya bangsa. 
Disisi yang lain ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa :     “ 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 jam, 
sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat “. Ketentuan ini  belum 
menunjukkan adanya kebebasan demokrasi yang sesungguhnya, karena pada umumnya 
unjuk rasa dapat saja dilakukan setiap saat oleh masyarakat apabila dirasakan adanya 
ketidak beresan atau adanya kebutuhan yang mendesak setelah upaya-upaya yang lain 
telah dilakukan tetapi tidak sesuai / tidak mendapatkan respon / tanggapan dari pihak-
pihak terkait.    
Demikian juga dengan ketentuan mengenai ketentuan dalam Pasal 11 yang 
menyatakan bahwa dalam pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis dan memuat 
maksud dan tujuan, serta penanggung jawab serta alamat, yang dikhawatirkan justru 
adanya tekanan mental bahwa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi aksi yang 
anarkhis justru hanya pada penanggung jawab aksi. Padahal dalam kenyataan aksi unjuk 
rasa lebih bersifat spontan, dan yang lebih sulit adalah mengendalikan peserta unjuk rasa 
mengingat jumlah maupun kehendak individu peserta unjuk rasa berbeda-beda.  
Hal ini juga disampaikan oleh Henock Sukarman ( tokoh Masyarakat ) yang 
berpendapat bahwa secara substansi UU Nomor 9 Tahun 19989 tersebut sudah baik, 
tetapi justru implementasinya itu yang sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya 
peserta aksi mempunyai kehendak / inspirasi dalam cara menyampaikan pendapatnya 
kerap berbeda, disamping itu untuk menjaga agar tetap kondusif dan tidak ada provokasi 
dari pihak luar inilah yang sulit apalagi sudah melibatkan massa yang tidak sedikit 
jumlahnya / banyak. Aksi unjuk rasa sering dilakukan mengingat selama ini telah terjadi 
kebuntuan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, bahkan hal ini disebabkan tidak 
berfungsinya badan / lembaga Legislatif sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan dan 
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Disamping membuang waktu dan tenaga yang 
tidak sedikit, unjuk rasa selama ini terkesan merupakan ajang untuk pemaksaan 
kehendak dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Keadaan ini terpaksa ditempuh 
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karena masyarakat tidak lagi melihat adanya peluang dan perlindungan atas nasibnya 
dari pihak-pihak yang seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap 
nasib mereka.  
Meskipun dalam ketentuan perundang-undangan telah disebutkan apa yang 
dimaksud untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum misalnya dengan 
mengindahkan norma agama, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat, 
menjaga ketertiban keamanan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi 
dalam praktek di lapangan hal-hal yang telah diatur itu masih sering dilanggar oleh 
peserta aksi. Hal senada dikemukakan oleh Andang Basuki ( Ketua Formas Sragen ), 
justru implementasinya yang sulit dlaksanakan karena adanya kepentingan-kepentingan 
elemen-elemen masyarakat dan ikut sebagai peserta aksi sulit untuk dapat diprediksikan, 
disamping itu terkadang memang peserta aksi kebanyakan hanya sekedar ikut-ikutan, 
menunjukkan rasa simpati / solidaritas semata dan tidak mengetahui secara pasti materi / 
substansi yang sebenarnya justru tidak dipahami. Tindakan unjuk rasa dengan 
mengerahkan massa memang merupakan solusi terakhir yang dianggap tepat dan 
mampu menyelesaikan dan memperjuangkan aspirasinya, karena tidak ada lagi saluran-
saluran biokrasi maupun legislatif yang dianggap mampu untuk memperjuangkan dan 
menyuarakan nasib mereka. Faktor ketidakpercayaan terhadap lembaga / badan legislatif 
( DPR / DPRD ) ini yang menjadi dasar timbulnya aksi unjuk rasa.   
 
KH. Wahono ( tokoh agama dan masyarakat ) lebih menganggap justru dengan 
dibukanya ruang untuk menyampaikan pendapat dimuka umum secara bebas, 
memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan 
umum lainnya, misalnya terganggunya aktivitas masyarakat yang lain ( mogok, macetnya 
lalu lintas ). Disisi yang lain justru yang menjadi beban berat dalam implementasinya di 
lapangan adalah untuk menjaga agar peserta aksi selalu dalam sikap kondusif tidaklah 
mudah, apalagi substansi yang diusung adalah bersifat umum dengan melibatkan 
masyarakat luas. Pada hal seperti ini  akan timbul berbagai kepentingan dari elemen-
elemen masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut, sulit dikontrol, sulit diprediksi, dan 
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tidaklah mudah untuk menyatukan dalam satu misi tertentu. Timbulnya aksi unjuk rasa 
selama ini dipicu adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap badan / lembaga yang 
terkait untuk menyelesaikan permasalahan mereka, tidak dibukanya ruang diskusi dan 
dialog untuk mencari solusi sering juga terhambat dengan adanya birokrasi yang berbelit-
belit. 
Mengenai pelaksanaan dari substansi hukum perundang-undangan yang berlaku 
tidak menjadi masalah karena apapun juga suatu perbuatan / tindakan orang lain / 
kelompok harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-
hak orang lain. Hal ini disampaikan oleh Suyamto ( SBSI ) bahwa untuk menampung 
aspirasi unjuk rasa selama ini memang telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan 
baik dari segi tata cara pemberitahuan maupun tata cara penanganan aksi unjuk rasa 
oleh Kepolisian Resor Sragen. Selama ini yang menjadi penyebab timbulnya aksi unjuk 
rasa di lapangan disebabkan antara lain tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang 
kondusif, tidak dibukanya ruang diskusi / dialog dan adanya kepentingan-kepentingan lain 
dibalik aksi unjuk rasa tersebut, baik itu alasan politik, ekonomi dan sosial 
Dari aspek Struktur Hukum dimana kelembagaan yang dibentuk oleh sistem 
hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem 
hukum tersebut. Dalam hal ini kelembagaan ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU 
Nomor 9 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan aparatur pemerintah adalah aparatur 
pemerintah yang menyelenggarakan keamanan, hal ini berarti lembaga kepolisian 
dengan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, 
menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan 
menyenggarakan pengamanan.  
Menyelenggarakan pengamanan adalah segala daya upaya untuk menciptakan 
kondisi aman, tertib dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, 
baik fisik maupun phikis yang berasal dari manapun juga. Hal ini sejalan dengan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab Kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2002 antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum dan memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  
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Secara implisit dalam mengimplementasikan UU Nomor 9 Tahun 1998, maka 
Kepolisian telah mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. Skep/1600/X/1998 tentang 
Petunjuk Lapangan Tata Cara Pemberitahuan Surat Tanda Terima Pemberitahuan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang antara lain memuat petunjuk mengenai 
prosedur dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana diatur dalam 
UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut. 
Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis 
kepada Polri selambat-lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai, disampaikan oleh 
yang bersangkutan atau penanggung jawab kelompok. Setelah menerima surat 
pemberitahuan maka Kepolisian selanjutnya berkoordinasi dengan penanggung jawab 
dan instansi / lembaga yang dituju dan melakukan persiapan pengamanan tempat / lokasi 
dan rute aksi unjuk rasa tersebut.  
Akan tetapi dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan, terkadang tidaklah 
mudah, karena disamping bertugas memberikan perlindungan keamanan bagi peserta 
unjuk rasa sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban umum. Apalagi jika peserta 
unjuk rasa dengan melibatkan massa yang jumlahnya banyak dan melibatkan berbagai 
elemen  yang ada dalam masyarakat. 
Hal mana disebutkan oleh responden Suyamto ( Ketua SBSI Sragen  ) antara lain 
sebagai berikut : bahwa masalah prosedur pengamanan dan pengendalian aksi unjuk 
rasa memang telah ada prosedur tetap ( protap ), akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
aksi unjuk rasa berubah menjadi anarkhis atau melanggar peraturan lainnya misalnya 
peraturan lalu lintas, ketertiban umum dan sebagainya. Untuk aksi yang sudah menjurus 
pada pelanggaran hukum tertentu dan tidak bisa di toleransi, hal ini disebabkan  
kurangnya tenaga SDM bila dibandingkan dengan jumlah peserta unjuk rasa, sehingga 
terkadang dibutuhkan koordinasi bantuan dari lembaga / instansi yang berkaitan. 
Dalam hal penanganan, pengendalian dan pengamanan aksi unjuk rasa  selama 
ini di wilayah Sragen pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal ini disampaikan oleh Andang Basuki ( Formas 
Sragen ), bahwa penerimaan surat pemberitahuan dan koordinasi telah terjalin dengan 
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baik sehingga terciptanya iklim yang kondusif dan bahkan aparat Kepolisian tidak jarang 
bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang menjadi 
masalah dilapangan ternyata ada pihak-pihak lain yang turut dalam aksi unjuk rasa 
dengan membawa kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan misi semula. Hal ini 
sulit untuk dideteksi karena keberadaan mereka juga berbaur bersama dengan peserta 
unjuk rasa yang lain, sehingga terkadang materi yang disampaikan berbeda dengan misi 
yang dibawa semula, apalagi dalam penyampaian pendapat tersebut memberikan 
kesempatan yang lain untuk menyampaikan pendapat dengan orasi / pidato.  
Hal ini ditegaskan oleh Henock Sukarnan ( Tokoh Agama dan Masyarakat  ) yang 
mengatakan bahwa selama ini Kepolisian Sragen selalu bertindak secara profesional dan 
porposional sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun  1998 dan Surat Keputusan 
Kapolri Nomor Pol Skep/1600/X/1998. Apabila ada Surat Pemberitahuan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 11 UU Nomor 9 Tahun 1998 maka kepada 
penanggung jawab dipersilahkan untuk melengkapi dan sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan. Disamping itu dalam hal pengendalian massa maka Polsi Resor Sragen selalu 
memakai prosedur sesuai dengan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol : Skep/258/IV/2004 
sebagai acuan / petunjuk Kegiatan Pengendalian Massa.  
Meskipun di Wilayah Sragen  belum pernah terjadi tindakan anarkhi dalam 
penyampaian pendapat di muka umum, akan tetapi terkadang memang kegiatan aksi 
unjuk rasa dapat berubah menjadi tindakan-tindakan yang anarki, hal ini dapat terjadi 
antara lain disebabkan oleh rasa sakit hati, dendam, kecewa, bertendensi politik, yang 
ditujukan kepada perorangan, kelompok tertentu, instansi pemerintah dan diwujudkan 
dalam bentuk tindakan kekerasan seperti merusak, membakar, melawan petugas, 
menjarah, menganiaya, memperkosa dan bahkan membunuh.  
Apabila terjadi aksi unjuk rasa yang berbuat anarkhis maka tetap dilakukan 
sesuai dengan Protap No. Pol : Protap/01/V/2004  tentang prosedur tetap tentang 
Tindakan Tegas Terukur Terhadap Perbuatan Anarki, dimana dalam menghadapi situasi 
seperti ini maka Polres Sragen telah menyiapkan peralatan utama untuk mendukung 
kegiatan operasional tersebut.  
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Sebagai tindak lanjut penerimaan  surat pemberitahuan maka Kepolisian Resor 
Sragen, sebagaimana diungkapkan oleh Sunarji ( FPKKS Sragen ), diadakan penilaian 
kewenangan dibagi berdasarkan kewilayahan di wilayah Polres Sragen antara lain : 
ditangani oleh Polsek apabila kegiatan yang tempat / lokasi dan rute kegiatannya berada 
di dalam wilayah satu kecamatan, demikian juga wewenang menerima surat 
pemberitahuan dan memberikan tanda terima pemberitahuan oleh Kapolsek / 
Wakapolsek, sedangkan untuk kegiatan yang tempat / lokasi dan rute kegiatannya 
meliputi 2 ( dua ) kecamatan atau lebih di dalam satu wilayah Kabupaten Sragen, yang 
berhak menerima dan memberikan tanda terima adalah Kapolres Sragen. Dalam 
keadaan / situasi tertentu yang tidak kondusif, maka Polisi dapat merubah jalur / rute 
kegiatan dengan membicarakan dengan penanggung jawab kegiatan.  
Perubahan rute / jalur kegiatan selama ini memang pernah dilakukan oleh Polisi, 
karena mengingat akan situasi / kondisi rute tersebut dikhawatirkan menganggu 
ketertiban umum misalnya jalan-jalan protokol yang padat dikhawatirkan mengganggu 
lalu lintas dan perekonomian masyarakat secara umum. Dapat juga perubahan rute 
dimaksudkan untuk menghindarkan dari emosi para pengunjuk rasa, apabila harus 
melewati tempat / lokasi instansi / lembaga yang dijadikan sasaran pengunjuk rasa.  
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar selama ini di wilayah Sragen masih dalam 
bentuk-bentuk yang kondusif dan dapat dikendalikan, meskipun masih terdapat adanya 
pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya 
peserta tidak mematuhi peraturan lalu lintas ( menggunakan bak terbuka untuk 
mengangkut massa, tidak pakai helm untuk pengendara sepeda motor dan sebagainya. 
Hal ini diungkapkan oleh Suyamto ( SBSI  ), dimana pada umumnya pelanggaran yang 
terjadi selama unjuk rasa adalah pelanggaran terhadap prosedur berlalu lintas yang 
benar, dan biasanya dilakukan secara berkelompok / bergerombol secara bersama-sama 
antara lain berboncengan lebih dari dua orang, tidak memakai helm, knalpot yang bising, 
perlengkapan surat-surat, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Untuk 
pelanggaran semacam ini Polisi masih dapat memberikan toleransi dengan 
memperingatkan dan menegur mereka untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas pada 
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umumnya, tetapi bagi mereka yang tetap tidak mematuhi dilakukan penindakan yaitu 
diberikan surat tilang / bukti pelanggaran lalu lintas.  
I Nyoman Dewa ( Tokoh Agama dan Masyarakat  ) mengakui bahwa tugas Polisi 
untuk mengendalikan massa yang melakukan aksi unjuk rasa merupakan tugas yang 
berat, karena disamping harus menjaga ketertiban  dan memberikan perlindungan pada 
kepentingan umum, disisi lain melakukan penjagaan dan perlindungan pada peserta aksi 
itu sendiri. Disamping itu harus menghormati hak asasi manusia, tidak boleh arogan dan 
terpancing massa, tindak boleh melakukan kekerasan, dan sebagainya.  
Adapun wewenang Polres Sragen dalam membubarkan aksi unjuk rasa, seperti 
dikatakan oleh Sunarji ( FPKKS ) apabila aksi unjuk rasa tersebut tidak memenuhi 
ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 dan Pasal 11 sebagaimana 
secara eksplisit dijabarkan sebagai berikut : (1) tidak mentaati dan melengkapi prosedur 
administrasi yang telah ditetapkan (2) aksi unjuk rasa yang tidak menghormati hak-hak 
dan kebebasan orang lain (3) tidak menghargai aturan-aturan moral yang diakui umum 
(4) tidak mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (5) 
tidak dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu aksi unjuk 
rasa dapt dibubarkan apabila dlakukan di stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan 
obyek-obyek vital lainnya, demikian juga apabila ternyata peserta aksi membawa benda-
benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, misalnya membawa senjata 
tajam, molotov dan sebagainya.   
Memang dalam pelaksanaan di lapangan, menurut Andang Dasuki ( Formas ) 
Polisi masih mempunyai batas-batas toleransi dan kebijakan dalam mengatasi 
pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu misalnya dengan memberikan peringatan 
secara lesan terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan ( tidak pakai helm, 
kendaraan bak terbuka untuk peserta aksi ). Bahkan tidak jarang Polisi bertindak sebagai 
mediator untuk penyelesaian sengketa / tuntutan / pendapat antara peserta aksi dengan 
instansi / lembaga terkait lainnya.  
Adapun kendala-kendala dalam pengamanan unjuk rasa yang dirasakan Polisi, 
khususnya lebih bersifat psikologis, karena di sisi yang lain, Polisi dituntut untuk 
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pengamanan terhadap peserta aksi tetapi disisi lain diwajibkan juga untuk memelihara 
keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang lainnya. Beban psikologis 
memang berat dirasakan oleh setiap anggota Polisi karena disatu sisi sebagai aparat 
yang harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan disisi lain 
sebagai manusia biasa yang punya emosi / pikiran dan keinginan, merupakan dua sisi 
yang harus dapat dikendalikan sendiri oleh masing-masing pribadi petugas. Apalagi jika 
peserta aksi sulit diatur / dikendalikan dan / atau diberikan petunjuk, atau bahkan 
memaki-maki / bicara kasar kepada petugas.  
H. Syamsuri ( Tokoh Agama / Masyarakat ) berpendapat bahwa apa yang telah 
dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, prosedurnya tidak berbelit-belit, tetapi cukup tegas dalam mengendalikan 
unjuk rasa yang terjadi, misalnya terhadap pelanggaran lalu lintas oleh peserta unjuk 
rasa, pengamanan dan pengendalian sudah cukup baik. Terlebih lagi dalam upaya 
menciptakan kondisi yang kondusif dengan berusaha mencarikan solusi maupun 
bertindak sebagai mediator dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Joko 
Supriyanto ( SBSI ) berpendapat bahwa pengurusan ijin / pemberitahuan kepada pihak 
Kepolisian pada umumnya tidak ada masalah dan lancar. Demikian juga koordinasi pada 
waktu penyelenggaraan unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan kondusif, sehingga 
tidak ada peserta unjuk rasa yang berbuat anarkhi. Pihak Kepolisian pada umumnya lebih 
bersikap arif dan responsif terhadap beberapa perbuatan yang dilakukan oleh peserta 
unju rasa misalnya cukup memberikan teguran / peringatan pada pelanggaran lalu lintas, 
dan sebagainya. Sunarji ( FPKKS ), mengatakan bahwa selama ini pihak Kepolisian 
Sragen bertindak cukup kondusif dengan persiapan yang cukup matang / baik dalam 
pengendalian massa. Meskipun secara individual ada juga petugas yang masih 
terpancing emosinya dalam upaya pengendalian massa, akan tetapi tidak berubah 
menjadi tindakan kekerasan.  
Meskipun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi Polisi dalam 
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah Sragen ( data 
diperoleh dari Kepolisian Resor Sragen ) antara lain : (1) Pemberitahuan disampaikan 
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hanya lewat fax dan waktunya kurang dari 3 x 24 jam (2) Pemberitahuan diajukan oleh 
orang yang tidak mengerti kegiatan tersebut ( orang suruhan ) sehingga menyulitkan 
untuk koordinasi awal maupun koordinasi lebih lanjut  (3) Alamat fiktif bahkan tidak 
mencantumkan alamat yang jelas (4) STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) tidak 
diambil (5) Pelaksanaan aksi tidak sesuai dengan isi yang tercantum dalam STTP.   
Meskipun demikian sebagai aparat penegak hukum dan yang diserahi tugas 
untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, khususnya ketentuan 
Pasal 6, 9, 10 dan Pasal 11, maka sebenarnya Kepolisian Sragen dapat saja secara 
tegas membubarkan aksi-aksi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Enock ( Tokoh Masyarakat ), 
yang menyatakan justru ketidak tegasan pihak Kepolisian inilah yang akhirmya dapat 
menimbulkan ketidak pastian dan terjadinya pelanggaraan terhadapm ketentuan UU 
Nomor 9 Tahun 1998 tersebut.  
Dalam aspek budaya / kultur hukum dimana kultur ini mempunyai fungsi yang 
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat . 
Tidak jarang penyebab terjadinya aksi unjuk rasa dalam penyampaian pendapat dimuka 
umum terkait dengan nilai-nilai dan sikap-sikap individu yang ada dalam anggota 
masyarakat. Hal ini disampaikan oleh I Nyoman Dewa ( Tokoh Agama dan    Masyarakat 
), bahwa budaya / kultur masyarakat inilah yang menjadi dasar dan alasan untuk 
melakukan aksi unjuk rasa didorong antara lain rasa solidaritas yang tinggi sesama teman 
/ kelompok, keterikatan akan nasib yang sama dan sebagainya.  
Hal senada juga disampaikan oleh Joko Supriyanto ( Kordinator SBSI ) yang 
mengatakan bahwa pada umumnya peserta aksi unjuk rasa terpicu oleh adanya 
kesetiakawanan / solidaritas yang tinggi, adanya rasa keterikatan yang sama pada 
nasibnya, dan bahkan terkadang hanya sekedar ikut-ikutan semata. Keikutsertaan pada 
aksi unjuk rasa terkadang hanya terdorong pada motif yang sama yaitu adanya perbaikan 
nasib, adanya rasa takut untuk dikucilkan dalam pergaulan dalam lingkup pekerjaan / 
sosial, atau bahkan adanya intimidasi yang terselubung dari teman / rekan maupun 
kelompok tertentu.  
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Tidak jarang aksi penyampai pendapat  di muka umum dengan menggelar aksi 
unjuk rasa turun ke jalan dengan pengerahan massa dalam jumlah besar  merupakan 
bentuk intimidasi terselubung, show force ( kekuatan ) dalam pemaksaan kehendak, yang 
diwarnai dengan berbagai kepentingan baik politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya 
misalnya adanya persaingan dalam usaha, adanya persaingan dalam jabatan atau 
kepentingan-kepentingan yang lain di luar misi aksi tersebut. Hal tersebut tidak jarang 
ditemukan, seperti yang dikatakan oleh Sunarji ( FPKKS ) adanya kultur / budaya 
masyarakat yang menunjukkan bahwa aksi tersebut didukung oleh banyak / berbagai 
elemen-elemen yang ada dalam masyarakat, dimana kebanyakan peserta aksi yang 
murni tidak mengetahui dengan jelas apa visi dan misi yang menjadi tuntutan / pendapat 
mereka sendiri. Secara psikologis dengan adanya pengerahan massa dalam jumlah 
besar dan didukung berbagi elemen tersebut akan dapat cepat terpenuhinya tuntutan 
mereka.   
Pendapat sekedar hanya ikut-ikutan sebagai peserta aksi unjuk rasa  tersebut 
merupakan kultur / budaya yang selama ini ada dalam masyarakat, Rawuh ( SPSI Sragen 
) mengatakan bahwa kebanyakan peserta aksi /unjuk rasa tidak mengetahui / memahami 
dengan jelas apa dan bagamana misi tuntutan mereka tersebut, terkadang peserta aksi 
unjuk rasa memanfaatkan kesempatan untuk ikut bergabung dengan harapan 
mendapatkan fasilitas / akomodasi lainnya. 
H. Syamsuri ( Tokoh Agama dan Masyarakat ) mengatakan bahwa aksi unjuk 
rasa dengan pengerahan sejumlah massa merupakan trend / kebiasaan yang ada dalam 
era reformasi dan demokrasi. Hal ini disamping adanya sikap budaya yang belum matang 
dan mandiri dalam menyikapi makna demokrasi, lebih disebabkan pada sifat dan sikap 
dasar umum yang berlaku dalam anggota masyarakat yaitu sikap toleransi dan solidaritas 
terhadap teman, rekan ataupun kelompoknya, di sisi lain kebersamaan mereka lebih 
dilandasi oleh ketergantungan nasib yang sama sehingga mampu menciptakan rasa 
kesetiakawan yang tinggi. Unjuk rasa dilakukan pada umumnya timbul disebabkan tidak 
adanya alur / ruang yang terbuka dalam menyuarakan aspirasinya sehingga timbul 
adanya kebuntuan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait. Di sisi yang lain bentuk-
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bentuk atau prosedur biokrasi yang dirasakan berbelit dan panjang membuat masyarakat 
tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan segera. Faktor 
ekonomi dan sosial juga ikut memicu terjadinya unjuk rasa misalnya tekanan ekonomi, 































A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperleh, maka dapat disimpulkan 
bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di Wilayah Sragen belum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan 
ketentuan Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan antara lain :  
1. Substansi Hukum :  
Komponen substansi sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan, 
keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur ( penegak hukum ) maupun 
yang diatur ( masyarakat ), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada 
prinsipnya pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan di wilayah Sragen belum sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, antara lain Pasal 10 ayat 
(1), yaitu adanya kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian 
dan ayat (3 ) adanya batas waktu pemberitahuan tersebut kepada Polisi. Akan tetapi 
masyarakat menganggap bahwa ketentuan Pasal 10 ini justru bertentangan dengan 
kebebasan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan 
Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak jarang penyampaian pendapat di muka umum 
tanpa diberitahukan secara tertulis,  yang disebabkan adanya aksi spontan / saat itu 
terjadi, tanpa kordinator / penanggung jawab. Hal ini khususnya  terjadi di desa-desa 
dan lokasi berada juga di desa tersebut. Disisi lain ketentuan yang ada dalam Pasal 
11 UU Nomor 9 Tahun 1998, khususnya yang menyangkut lokasi dan rute yang 
dilewati oleh peserta aksi unjuk rasa, hal ini tidak mungkin bisa dikoordinir dengan 
tertib karena massa yang datang baik secara sendiri maupun kelompok bebas 
menentukan alur / rute yang jaraknya paling dekat  antara tempat tinggal mereka 
dengan lokasi unjuk rasa. Demikian juga ketentuan Pasal 12 yang menyatakan bahwa 
Penanggung Jawab Kegiatan wajib bertanggung jawab akan terlaksananya secara 
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aman, tertib dan damai. Ketentuan Pasal ini sulit untuk diterapkan karena tidaklah 
mungkin penanggung jawab ( Korlap ) mampu mengkordinir kegiatan yang melibatkan 
massa / peserta aksi yang cukup besar jumlahnya. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya unjuk rasa antara lain disebabkan tidak percaya kepada 
institusi / lembaga yang terkait, panjangnya prosedur yang harus dilalui dalam 
memperjuangkan masalah mereka, tidak efektifnya pelaksanaan perundang-undangan 
terkait, masalah agama, masalah bangsa secara umum, disamping itu adanya aksi 
solidaritas / kesetiakawanan yang cukup tinggi. Hal mana dipicu juga dengan kondisi-
kondisi sosial ekonomi tertentu misalnya kenaikan BBM, naiknya bahan-bahan / 
kebutuhan pokok, pengangguran dan sulitnya lapangan kerja. Kebijakan yang diambil 
oleh Kepolisian Resor Sragen pada dasarnya tetap mengacu kepada ketentuan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Pol : 
Skep/1600/X/1998  dan Surat Keputusan Direktur SAMAPTA POLRI NO.Pol : 
PROTAP/01/V/2004. Bagi adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut 
maka Polres Sragen dapat melakukan tindakan antara lain sebagai berikut : (1) tidak 
memberikan surat tanda terima pemberitahuan penyampaian pendapat di muka 
umum;  (2) membubarkan aksi unjuk rasa apabila tidak sesuai dengan ketentuan 
Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 9 Tahun 1998; (3) 
memberikan peringatan dan melaksanakan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku, misalnya melakukan penangkapan dan penahanan  terhadap peserta 
aksi yang melanggar hukum.  
Dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa dalam penyampaian pendapat dimuka 
umum maka pada umumnya aparat Kepolisian telah mempunyai standar tetap          ( 
Protap ) berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Pol. Skep/1600/X/1998. 
Surat Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap satuan 
Polri terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang 
menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk menyelenggarakan kegiatan 
menyampaikan pendapat dimuka umum. Sedangkan tujuannya adalah agar 
memperoleh kesamaan persepsi / pemahaman, langkah tindakan dalam penegakkan 
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hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat yang melakukan 
kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dan memerlukan Surat Tanda 
Terima Pemberitahuan dari Polri.  
Adapun prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam pelaksanaan Surat Keputusan 
ini antara lain : (a) bertindak presuasif, edukatif, responsif; (b) tidak ada istilah 
perizinan; (c) hanya pemberitahuan; (d) penanggung jawab dapat menyampaikan 
surat pemberitahuan akan dilakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka mum 
pada Kesatuan Polisi Terdekat dimana kegiatan itu dilakukan; (e) bersifat regulatif; (f) 
tidak ada pembatasan jumlah peserta; (g) titik berat pengamanan pada penanggung 
jawab dan Polri; (h) tindakan administratif          ( pembubaran beserta tindakan hukum 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan (i) surat tanda terima 
pemberitahuan harus diberikan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 11 UU 
Nomor 9 tahun 1998. 
Adapun yang menjadi penyebab timbulnya unjuk rasa lebih disebabkan akibat 
tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut 
kepentingan masyarakat pada umumnya ( misalnya UU Ketenagakerjaan, UU Lalu 
Lintas dan sebagainya ), disamping itu adanya kebuntuan / tidak adanya ruang yang 
dibuka untuk  ruang diskusi / pendapat menyalurkan aspirasi / tuntutan mereka dari 
pihak-pihak terkait sehingga terpaksa mereka unjuk rasa ke jalan atau 
menyalurkannya kepada lembaga yang dinilai dan diharapkan akan mampu 
memperjuangkan / mendukung aspirasinya. Atau panjangnya / berbelit-belitnya alur 
biokrasi dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi juga merupakan salah satu 
faktor maraknya aksi unjuk rasa di jalan-jalan.  
2. Struktur Hukum :  
Secara kelembagaan Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang 
ditunjuk dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam melaksanakan prosedur 
mulai dari pemberitahuan, pengamanan, pengendalian penyampaian pendapat 
dimuka umum, disamping itu Kepolisian sudah mempunyai mekanisme / standar 
berupa prosedur tetap ( protap ) pengendalian dan tata cara pemberitahuan 
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menyampaikan pendapat di muka umum yaitu melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 
Skep/ 1600/X/1998 tentang Petunjuk Lapangan Tata cara Pemberian Surat Tanda 
Terima Pemberitahuan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dimana dalam surat 
keputusan ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme penanganan, pengendalian 
dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.  
Secara umum kebijakan yang diambil dalam oleh Kepolisian Resor Sragen 
dalam mengantisipasi unjuk rasa diberlakukan sesuai dengan peraturan / petunjuk dan 
prosedur tetap ( protap ) yang berlaku di jajaran kepolisian. Apabila prosedur 
penyampaian pendapat di muka umum tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 maka Kepolisian Resor Sragen bertindak 
tegas yaitu dapat tidak memberikan surat penerimaan pemberitahuan kegiatan, 
membubarkan aksi, dan bahkan dapat melakukan prosedur penangkapan dan 
penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.   
Akan tetapi ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam 
mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya 
ketentuan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, antara lain : pemberitahuan 
disampaikan hanya lewat faximile dan waktunya kurang dari 3 x 24 jam, 
pemberitahuan diajukan oleh orang yang tidak mengerti kegiatan tersebut ( orang 
suruhan ) sehingga menyulitkan koordinasi, alamat fiktif dan bahkan tidak 
mencantumkan alamat yang jelas, Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) tidak 
diambil, dan pelaksanaan aksi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam STTP.    
3. Kultur / Budaya Hukum : 
Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum 
itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. 
Itulah sebabnya hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat masyarakat. 
Pada dasarnya masyarakat / peserta aksi unjuk rasa tidaklah mengetahui dan 
memahami, atau  lebih mengambil sikap acuh tak acuh terhadap prosedur hukum 
yang berlaku. Yang penting bagi mereka adalah bahwa mereka harus berjuang 
bersama-sama untuk memperbaiki nasib mereka  itu sendiri. Dalam kaitan ini 
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timbulnya aksi unjuk rasa dengan pengerahan sejumlah massa disebabkan antara lain 
adanya ikatan emosional dan dorongan solidaritas / kesetiakawanan pada rekan / 
teman / kelompok sangat tinggi. Keikut sertaan sebagai peserta aksi lebih terdorong 
pada adanya rasa solidaritas terhadap nasib yang sama, adanya ketergantung nasib 
pada kelompok tertentu. Terkadang para peserta aksi bahkan tidak mengetahui dan 
memahami misi dan materi yang tengah diperjuangkan, yang penting bagi mereka 
dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Disisi lain pada umumnya masyarakat 
tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh dalam menyuarakan dan 
memperjuangkan nasib mereka, dan menganggap bahwa semakin terlalu panjangnya 
prosedur biokrasi membuat mereka tidak dapat lebih lama menahan emosi. Disisi lain 
terjadinya unjuk rasa dipicu oleh keadaan / kondisi sosial ekonomi yang terjadi 
ditengah masyarakat, akibat adanya kenaikan harga BBM, bahan-bahan kebutuhan 
pokok, sulitnya lowongan kerja dan sebagainya,.  
 
B. Implikasi 
Adapun sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan dan hasil penelitian yang 
telah dilakukan maka implikasi yang dapat terjadi  adalah : 
1. Tidak dapat diimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di Muka Umum di Wilayah 
Sragen, bukan tidak mungkin akan dapat menimbulkan perbuatan / tindakan-tindakan 
yang destruktif / anarkhis dan  merusak tatatan bermasyarakat khususnya di Wilayah 
Sragen. Unjuk rasa tidaklah dapat dihentikan apabila akar permasalahannya tidak 
diselesaikan terlebih dahulu, antara lain implementasi peraturan perundang-undangan 
yang lain, tidak berfungsinya jalur-jalur birokrasi           ( DPR / DPRD ) untuk 
membuka ruang dialog / diskusi terbuka dalam menyampaikan pendapat/ usulan / 
tuntutan masyarakat kepada instansi terkait.  
2. Adanya UU Nomor 9 tahun 1998 disisi yang satu merupakan penghargaan dan 
pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia dalam negara demokrasi, tetapi di sisi 
yang lain justru akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dalam masyarakat apabila 
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masyarakat / peserta aksi tidak dibekali dengan pemahaman arti demokrasi 
seutuhnya.   
 
C. Saran-Saran 
Dari kesimpulan dan implikasi yang telah diungkapkan maka peneliti  
memberikan saran-saran yang relevan dan diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :  
1. Untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa, khususnya yang dilakukan dengan aksi 
turun kejalan atau ditempat-tempat umum, maka diperlukan terbukanya jalur- jalur 
biokrasi / ruang-ruang terbuka untuk  penyampaian pendapat / saran / tuntutan baik itu 
dilakukan pada lembaga-lembaga formal ( DPR / DPRD, PEMDA, Instansi Terkait ) 
maupun lembaga / institusi swasta ( Perusahaan / Pabrik  ).  
2. Lebih aktifnya lembaga-lembaga formal yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat 
/ rakyat ( DPR / DPRD ) guna menampung, memberikan perlindungan dan 
menyuarakan kepentingan atas hak-hak masyarakat.  
3. Untuk mengantisipasi pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 
umum, tidaklah berlebihan apabila UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut direvisi / dirubah 
/ diamandemen, khususnya yang menyangkut  sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan 
apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU 
ini, dan tidak sekedar sanksi pembubaran aksi unjuk rasa semata.  Hal ini diperlukan 
karena ketentuan Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan awal yang dapat 
mempengaruhi unsur ketaatan / kepatuhan masyarakat / peserta aksi, sehingga dapat 
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